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Purnamasari Vania Sinaga, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 
2020, IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN HAKIM DILUAR SURAT DAKWAAN DALAM 
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN 
KEMATIAN, Dr. Prija Djatmika, S.H., M.Si., Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum. 
Penelitian ini membahas permasalahan tentang implikasi yuridis putusan hakim diluar 
surat dakwaan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan 
kematian. Latar belakangnya adalah, surat dakwaan merupakan surat atau akte yang 
memuat perumusan pada Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, didasarkan 
pada hasil pemeriksaan penyidik dan dihubungkan dengan Pasal Tindak Pidana yang 
dilanggar, serta menjadi dasar pemeriksaan Hakim dalam sidang Pengadilan. Hakim 
dalam menjatuhkan putusan haruslah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP. Pertimbangan hukum yang 
dikemukakan oleh Hakim didasarkan atas pemeriksaan yang telah dilakukan dalam proses 
sidang di pengadilan. Namun bagaimana apabila hakim dalam memeriksa, mengadili, dan 
memutus perkara pada pertimbangannya dalam hal pemeriksaan unsur-unsur tindak 
pidana yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan sebagaimana yang terjadi 
pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 718/Pid.B/2014/PN.Jkt. 
Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah 
apakah pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan diluar surat dakwaan dalam 
Putusan Pengadilan Negeri No. 718/Pid.B/2014/Jkt.Tim?. Selanjutnya apakah implikasi 
yuridis dari putusan hakim Pengadilan Negeri No. 718/Pid.B/2014/Jkt.Tim?. 
Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode 
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case 
approach). Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh peneliti dianalisis dengan 
menggunakan teknik interpretasi sistematis dan teknik interpretasi gramatikal. Sehingga 
dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab isu hukum yang 
telah dirumuskan. 
Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa, Pertimbangan Hukum Hakim dalam 
putusan Pengadilan Negeri No. 718/Pid/2014/PN.Jkt.Tim Hakim menyatakan terdakwa 
tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah disebutkan oleh Jaksa 
Penuntut Umum dalam surat dakwaan yaitu Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 170 ayat (2) 
ke- 3 KUHP dan 368 ayat (4) KUHP. Tetapi Hakim berpendapat bahwa berdasarkan hasil 
pemeriksaan di persidangan terdakwa telah terbukti secara sah menurut keyakinan hakim 
melakukan suatu tindak pidana yang sejenis tetapi tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut 
Umum. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pasal yang tidak didakwakan oleh Jaksa 
Penuntut Umum pada umumnya bertentangan dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP. Namun, 
Hakim menjatuhkan putusan diluar surat dakwaan sesuai dengan yurisprudensi bahwa 
Hakim dapat menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan pasal  sejenis yang sifatnya 
lebih ringan yang tidak lain untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya sehingga 







 Purnamasari Vania Sinaga, Criminal Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, July 
2020, JUDICIAL IMPLICATION OF THE JUDGE'S DECISION OUTSIDE OF THE 
LAW LETTERS IN THE CRIMINAL ACT OF THEFT AND VIOLENCE THAT CAUSES 
DEATH, Dr. Prija Djatmika, S.H., M.Si., Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum. 
This Study discusses the concerns about the juridical implications of judge's decision 
beyond the indictment in a criminal act of theft with violence resulting in death. The 
background is, the indictment is a letter or deed which contains the formulation of the 
criminal offense that was submitted to the defendant, based on the investigation of the 
investigator and associated with the violated article of crime, as well as the basis of the 
judge's examination in the Court of Session. The judges in the decision shall be in 
accordance with the provisions of the legislation as in Article 182 paragraph (4) of the 
criminal Code. Legal considerations expressed by Hakim are based on checks that have 
been made in the proceedings of the trial in court. But what if the judge in examining, 
prosecute, and cut off the matter at his consideration in the case of inspection of criminal 
elements conducted by the defendant is not in accordance with the indictment as occurred 
in the case of the decision of East Jakarta District Court number 718/PID. B/2014/PN. Jkt. 
Based on the above background, the legal problem in this research is whether the legal 
consideration of the judge handed down the ruling outside the indictment in District Court 
Decision No. 718 / Pid.B / 2014 / Jkt.Tim ?. Furthermore, what are the juridical 
implications of the District Court Judge's decision No. 718 / Pid.B / 2014 / Jkt.Tim ?. 
The writing in this study uses the normative juridical method with the statute approach 
and case approach. Primary and secondary legal materials obtained by researchers were 
analyzed using systematic interpretation techniques and grammatical interpretation 
techniques. So that it can be presented in a more systematic writing in order to answer 
the legal issues that have been formulated. 
From the research conducted shows that, Judicial Legal Considerations in the District 
Court's decision No. 718 / Pid / 2014 / PN.Jkt.Tudge stated that the defendant was not 
proven to have committed a crime as stated by the Public Prosecutor in the indictment, 
namely Article 365 paragraph (4) KUHP, Article 170 paragraph (2) 3rd KUHP and 368 
paragraph (4) of the Criminal Code. But the Judge was of the opinion that based on the 
results of the examination at the trial the defendant had been legally proven according to 
the judge's conviction to have committed a similar crime but was not charged by the 
Public Prosecutor. Judges make decisions based on articles not indicted by the Public 
Prosecutor in general which contradicts Article 182 paragraph (4) of the Criminal 
Procedure Code. However, the Judge handed down the ruling outside the indictment in 
accordance with the jurisprudence that the Judge could declare the defendant guilty based 
on a lighter type of article that was nothing but to seek the correct truth so that the 
juridical implications of this ruling answered that it remained valid as long as legal 







A. LATAR BELAKANG 
 
Melindungi segenap bangsa Indonesia merupakan salah satu diantara 
tujuan Negara Indonesia yang termaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945. Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang sering 
terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan 
perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Hukum 
merupakan pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan 
penting dalam mencapai tujuan ketenteraman hidup bagi masyarakat. Dalam 
bidang hukum ada suatu adagium bahwa hukum harus diperkuat dengan adanya 
suatu sanksi. Salah satu sanksi yang digunakan untuk memperkuat norma hukum 
adalah dengan sanksi pidana.1  
Hukum pidana merupakan ranah dari hukum publik yang menjadikan 
perkembangan hukum pidana sering menjadi sorotan, kajian, maupun analisa di 
tengah masyarakat. Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian 
terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. 
Karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih 
ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan 
unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang- undangan 
 
      1 I Gede Widhiana Suarda, Hukum Pidana : Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat 




baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin 
meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana Masalah tindak pidana 
ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat 
dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan 
bagi masyarakat dan pemerintah2 Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku 
menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam 
arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu 
berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.3 
Penegakkan hukum di suatu negara merupakan suatu keharusan agar 
tercipta keamanan, kedamaian, ketertiban dan ketentraman. Hukum itu tentu tidak 
diadakan dengan begitu saja, namun harus memiliki landasan yang kuat sebagai 
alasnya demi mewujudkan suatu penegakkan hukum yang bertanggung jawab. 
Maka dari itu dalam hal ini penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan, 
kepastian, dan kemanfaatan yang terkadung di dalam bunyi aturan yang tertulis 
dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi tidak diartikan secara 
sempit sebagai penegakkan aturan tertulis saja.  
Pada umumnya penegakan hukum tersebut tentu saja tidak dapat 
dipisahkan dari keberadaan sistem peradilan pidana. Memang jika dilihat secara 
integral, sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan satu kesatuan berbagai 
komponen yakni substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal 
structure) dan budaya hukum (legal culture). Komponen substansi hukum (legal 
substance) terdiri dari norma hukum atau peraturan perundang-undangan, 
komponen struktur hukum (legal structure) terdiri dari lembaga atau struktur atau 
aparat penegak hukum, sedangkan komponen budaya hukum atau (legal culture) 
terdiri dari nilai-nilai budaya hukum. Dalam pelaksanaan idealnya seharusnya 
 
      2 Arif Gosita. 1983. “Masalah Korban Kejahatan”. Jakarta: Akademika Pressindo. Hlm. 3 





ketiga komponen tersebut dapat berjalan dengan seirama. Namun pada 
kenyataannya tidaklah semulus yang dibayangkan. 
 Sistem peradilan pidana secara sederhana merupakan proses yang 
dilakukan oleh Negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana. 
Kepolisian, kejaksaaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang 
merupakan bagian dari sistem ini. Hakim dalam peradilan umum dalam proses 
pemeriksaan di persidangan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan 
memutus perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Hukum merupakan pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki 
peranan penting dalam mencapai tujuan ketenteraman hidup bagi masyarakat. 
Hakim sebagai salah satu penegak hukum harus memberikan kepastian hukum 
dan keadilan. Ketika hakim memutus suatu perkara, hukum dijadikan sebagai 
sarana sedangkan keadilan adalah tujuannya.4 
Seperti halnya yang terjadi dalam penegakkan hukum pidana di Indonesia. 
Idealnya seorang jaksa penuntut umum wajib memiliki kapabilitas dalam membuat 
surat dakwaaan karena surat dakwaan memiliki fungsi sentral di dalam 
pemeriksaan di sidang pengadilan. Namun pada kenyataannya terjadi kesalahan 
dalam penyusunan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. 
Konsekuensinya adalah seharusnya terdakwa dibebaskan oleh hakim, sejalan 
dengan bunyi Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :  
“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan  di sidang, 
kesalahan terdakwa yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara 
sah dan meyankinkan,maka terdakwa diputus bebas.” 
Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika pemeriksaan di sidang 
pengadilan tersebut terdakwa terbukti melakukan tindak pidana lain diluar pasal 
yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, apakah kemudian hakim akan 
membebaskannya atau menghukumnya. Pemeriksaaan di dalam persidangan 
 




harus didasarkan pada surat dakwaan. Surat dakwaan dibuat oleh jaksa penuntut 
umum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) pendahuluan oleh penyidik.  
Surat dakwaan adalah merupakan suatu produk dari Kejaksaan yang dimana 
adanya hubungan klausal antara Putusan Hakim dan Surat Dakwaan yang dapat 
dilihat didalam ketentuan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana yaitu : 5 
“Musyawarah tersebut (musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan sesuai 
dengan ketentuan pada ayat 3) harus didasarkan pada Surat Dakwaan dan segala 
sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” 
  Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut  dapat dilihat jelas bahwa majelis 
hakim dalam memeriksa suatu perkara harus didasarkan atas adanya Surat Dakwaan 
dari Jaksa Penuntut Umum disertai fakta hukum yang terjadi di dalam persidangan. 
Surat dakwaan merupakan suatu akta yang telah memuat rumusan tindak pidana 
yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil 
permeriksaan penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di 
persidangan. Suatu surat dakwaan dapat Batal demi Hukum apabila jika syarat Materil 
tidak terpenuhi yaitu dianggap tidak memenuhi syarat materil, jika Surat Dakwaan 
Kabur (obscuur libelen) dianggap kabur yaitu karena unsur-unsur tindak pidana tidak 
diuraikan atau terjadi percampuran unsur tindak pidana yang berisi pertentangan 
antara satu dengan yang lainnya, terdakwa di dakwa dengan turut serta (medepleger) 
dan turut membantu (medeplecteheid).  
Surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan suatu perkara pidana 
dipersidangan, dan hakim sebagai aparatur penegak hukum hanya akan 
mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut 
mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak  Surat dakwan dalam 
tuntutan perdata disebut surat gugatan, maka dalam perkara pidana disebut surat 
dakwaan dan kedua–keduanya mempunyai persamaan, karena hakim melakukan 
pemeriksaan hanya dalam batas–batas surat gugatan atau dakwaan itulah hakim akan 
 




memutuskan. Perbedaan adalah dalam surat gugatan disusun oleh pihak yang 
dirugikan namun dalam pembuatan surat dakwaan penuntut umum (jaksa) tidak 
tergantung pada kemauan korban (kecuali dalam delik aduan).pidana yang 
didakwakan kepadanya, didalam hal dalam menjatuhkan keputusannya.6    
Dalam KUHAP telah diatur isi surat dakwaan yang juga merupakan syarat 
surat dakwaan, hal mana dapat dijumpai pada ketentuan Pasal 143 ayat (2). Pasal 
yang dimaksud menyebutkan, Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang 
diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: 
1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis 
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan 
tersangka;  
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak 
pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan 
tempat tindak pidana itu dilakukan.  
Penuntut Umumlah yang berkewajiban membuktikan dakwaannya, dan 
oleh karena itu ia terikat pada uraian fakta yang didakwakan dalam surat dakwaan. 
Penulis berpendapat bahwa surat dakwaan adalah sangat penting artinya, fungsi 
dan peranannya dalam proses peradilan pidana, karena ia ikut menunjang usaha 
untuk mencapai keadilan dipandang dari sudut hukum 
Dalam pertimbangannya, Hakim menyampaikan pendapatnya terkait 
dengan putusan yang dijatuhkannya. Pertimbangan hukum yang dikemukakan 
oleh Hakim tersebut, didasarkan atas pemeriksaan yang telah dilakukan dalam 
proses sidang di pengadilan. Dalam mengadili terdakwa, pembuktian dan fakta-
fakta di persidangan yang akan menentukan terbukti atau tidaknya seseorang 
bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam 
surat dakwaaan dari penuntut umum.  
 





Dalam pembuktian di persidangan, apabila kesalahan terdakwa terbukti 
secara sah dan meyakinkan menurut hukum sesuai rumusan dalam surat dakwaan, 
maka pengadilan akan menjatuhkan pidana sesuai dengan dengan Pasal 193 ayat 
(1) KUHAP yang berbunyi : 7 
“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak 
pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan 
pidana.”  
  Sebaliknya, apabila terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 
menurut hukum atau perbuatan tersebut maka tidak dirumuskan dalam surat 
dakwaan, maka pengadilan akan membebaskan terdakwa. Pemeriksaan di dalam 
sidang pengadilan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah dirumuskan dalam 
surat dakwaan. Proses pemeriksaan yang dilakukan menyimpang dari apa yang 
telah dirumuskan dalam surat dakwaan akan mengakibatkan pemeriksaan dan 
pertimbangan putusan oleh Hakim menjadi menyimpang pula dari apa yang telah 
dimaksudkan di dalam surat dakwaan.8 
Hakim pada prinsipnya tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada  
terdakwa apabila perbuatan perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh jaksa 
penuntut umum dalam surat dakwaaanya.9 Penjatuhan sanksi pidana tersebut 
tentu erat kaitannya dengan ranah hukum pidana. Suatu proses peradilan berakhir 
dengan putusan akhir yang telah dijatuhkan oleh Hakim. Dalam peradilan pidana, 
putusan akhir yang dijatuhkan oleh Hakim baik berupa putusan pemidanaan, 
putusan lepas dari tuntutan hukum, maupun putusan bebas selalu disertai dengan 
pertimbangan hukumnya.  
Dalam kenyataannya, muncul beberapa putusan yang mengenai hakim 
menjatuhkan putusan di luar dari dakwaaan oleh jaksa penuntut umum ataupun 
mengabulkan tuntutan melebihi dari yang didakwa oleh jaksa penuntut umum. 
 
      7 Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
      8 M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan 
Penuntutan), Edisi ke2, Cetakan ke-14, Jakarta, Sinar Grafika,2012, Hlm. 390 




Proses pemeriksaan perkara di persidangan tidak dapat dilepasakan dari surat 
dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, karena berdasarkan hal-hal 
yang dimuat atau tercantum di dalam surat dakwaan, Hakim akan melakukan 
pemeriksaan terhadap suatu perkara pidana di dalam persidangan. Sehingga 
dalam hal ini, surat dakwaan merupakan landasan atau titik tolak pemeriksaan 
terhadap terdakwa. Berdasarkan apa yang dirumuskan di dalam surat dakwaan 
itulah kemudian dibuktikan kesalahan terdakwa.  
     Bahwa terdapat suatu perkara Hakim dalam memeriksa, mengadili dan 
memutus perkara pada pertimbangannya dalam hal pemeriksaan unsur-unsur tindak 
pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak selalu sesuai dengan surat dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum hal ini dapat dilihat pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta 
Timur Nomor. 718/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.Pada perkara Putusan Pengadilan Negeri 
Jakarta Timur Nomor. 718/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim terdakwa bernama Budi Larasanto 
alias Budi Ambon, di dakwa melakukan tindak pidana pemerasan yang telah dilakukan 
oleh dua orang lebih dengan cara bersekutu yang mengakibatkan kematian 
sebagaimana yang diatur pada :  
1. Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang 
menyatakan bahwa : “Diancam dengan pidana mati atau pidana 
seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, 
jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan 
dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah 
satu yang diterangkan dalam no.1 dan no 3” 
2. Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang 
menyatakan bahwa : “Yang bersalah diancam dengan pidana 
penjara paling lama dua belas tahun bila kekerasan itu 
mengakibatkan kematian.” 
3. Pasal 368 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 
bahwa pasal tersebut tidak ada dan yang ada adalah pasal 368 ayat 




 Sedangkan tindak pidana yang dikakukan oleh terdakwa dengan cara pada 
hari Sabtu pada tanggal 03 Mei 2014 sekitar pukul 20.45 Wib awalnya hanya 
berdasarkan keterangan saksi Siti Maryati bersama dengan saksi korban Supono 
berboncengan Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja warna hijau Nopol B-3806-NJU milik 
saksi korban Supono dari arah Cijantung dan berhenti di Fly Over Pasar Rebo Kel. 
Susukan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur dan sesaat itu tidak lama kemudian disaaat saksi 
korban Supono menjalankan Sepeda motornya pelan tiba-tiba Sepeda motor yang 
dikendarai oleh saksi korban Supono dipepet dan dipotong jalannya oleh terdakwa 
Budi Larasanto bersama dengan saksi Ahri Eni Ardhoni alias Kiting (diajukan dalam 
berkas perkara terpisah) yang berboncengan Sepeda Motor merk Yamaha Mio Smile 
sehingga Esaksi korban Supono menghentikan laju Sepeda Motornya. Karena kesal 
yang dimana korban tidak mau memberikan uang kepada terdakwa dan saksi Ahri Eni 
Ardhoni alias Kiting (diajukan dalam berkas perkara terpisah) mengambil sebilah arit 
bergagang kayu yang sudah saksi siapkan dan langsung membacok korban sebanyak 
satu kali. 10 
Jaksa Penuntut Umum dalam isi surat dakwaan tersebut telah mendakwakan 
kepada terdakwa dakwaan kumulatif yakni Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 170 ayat 2 
ke-3 KUHP dan Pasal 368 ayat (4) KUHP. Kemudian majelis hakim memutus perkara 
dengan menyatakan terdakwa bersalah dalam tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan yang dilakukan dengan cara bersekutu, namun Pasal yang telah 
dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus terdakwa bersalah, merupakan 
Pasal yang tidak tercantum dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 
365 ayat (2) ke 2 KUHP dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP.  
Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas meneliti dan mengkaji 
perkara tersebut lebih lanjut dengan judul penulisan skripsi mengenai :  
IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN HAKIM DILUAR SURAT DAKWAAN DALAM 
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG 
MENGAKIBATKAN KEMATIAN. 
 




B. ORISINALITAS PENELITIAN 
 
Terdapat beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki 
kemiripan dengan penelitian ini, oleh karena itu peneliti akan 
membandingkan dalam sebuah table orisinalitas untuk mengetahui 
perbedaannya. 
   TABEL 1.1 




















































1. Bagaimana dasar 
Hukum putusan 
terhadap perbuatan 
yang tidak didakwakan 
dalam surat dakwaan? 
2. Bagaimana perbedaan 
pertimbangan hakim 
MA mengenai putusan 
yang dijatuhkan diluar 
pasal yang didakwakan 
pada perkara tindak 































































i tanggal 22 Maret 
2007 berdasarkan 
alasan juridis dan 
filosofis? 
2. Hambatan-
hambatan apa saja 
yang dihadapi oleh 
Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri 















































1. Apakah ratio 
decidendi hakim 
dalam menjatuhkan 
putusan diluar surat 
dakwaan Penuntut 
Umum? 
2. Apa akibat hukum 





















C. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan beberapa pokok 
permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut: 
1. Apakah pertimbangan hukum Hakim menjatuhkan Putusan diluar Dakwaan 
dalam Putusann Pengadilan Negeri No. 718/Pid.B/2014/Jkt.Tim? 
2. Apakah Implikasi Yuridis dari Putusan Hakim Pengadilan Negeri No. 
718/Pid.B/2014/Jkt.Tim yang dijatuhkan diluar Dakwaan? 
D. TUJUAN PENELITIAN 
Dalam suatu penelitian sudah seharusnya mempunyai tujuan yang jelas, 
sehingga dapat diperoleh suatu solusi dan jawaban atas permasalahan yang 
dihadapi. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai 
tujuan sebagai berikut:  
1. Untuk mengetahui, memahami serta menganalisis pertimbangan hukum 
Hakim atas Putusan Pengadilan Negeri No. 718/Pid.B/2014/Jkt.Tim yang diluar 
dari surat dakwaan. 
2. Untuk mengetahui, memahami serta menganalisis Implikasi Yuridis dari 
Putusan Hakim Pengadilan Negeri No. 718/Pid.B/2014/Jkt.Tim yang diluar dari 
surat dakwaan. 
 
E. MANFAAT PENELITIAN 
Nilai dalam suatu penelitian dapat ditentukan dari manfaat yang dapat diambil 
dari suatu penelitian tersebut. Dalam penelitian ini manfaat yang ingin diberikan 
oleh peneliti dapat dibagi menjadi dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat 
praktis. Manfaat teoritis adalah suatu manfaat yang dapat membantu memajukan 
keilmuan di dalam bidang ilmu hukum sedangkan manfaat praktis adalah manfaat 










yang dapat diterapkan dalam kehidupan. Berikut merupakan penjelasan manfaat 
teoritis dan manfaat praktis dari penelitian : 
1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat teoritis 
yaitu dapat berguna sebagai perkembangan ilmu hukum terkhususnya 
dalam hukum acara pidana terkait Implikasi yuridis putusan hakim diluar 
surat dakwaan pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang 
mengakibatkan kematian pada Putusan Pengadilan No. 
718/Pid.B/2014/Jkt.Tim dan dapat sebagai pengetahuan baru dalam 
keilmuan hukum acara pidana melalui kaidah hukum baru yang dilakukan 
oleh Hakim di Indonesia 
 
2. Manfaat Praktis  
Manfaat praktis penelitian ini adalah : 
a) Bagi Hakim 
Dalam memutus perkara, Hakim wajib menaati ketentuan 
dalam Perundang-Undagan baik secara Hukum Pidana Formil dan 
Hukum Pidana Materil. 
 
b) Bagi Penuntut Umum 
Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan bahan 
evaluasi dalam proses pembuatan Surat Dakwaan dan Penuntuttan.  
c) Bagi Mahasiswa 
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan baca kepada 
para pembacanya untuk menambah pengetahuan dan wawasan 
tentang Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan yang tidak sesuai 
terhadap terdakwa dalam perkara pencurian yang disertai dengan 
kematian . 
d) Bagi Masyarakat  
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat 




terdakwa berdasarkan pasal yang tidak didakwakan pada tindak 
pidana Pencurian dengan kekerassan yang mengakibatkan 
kematian. Pencurian dengan kekerasan juga merupakan perbuatan 
jahat, oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUHP namun 
perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur 
sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan 
kekerasan. 
Pencurian dengan kekerasaan bukanlah merupakan gabungan dalam artian 
antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun 
ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang 
berkualifikasi, maksudnya kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah 
kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan. Unsur-
unsurnya dikatakan sama dengan pasal 362 KUHP ditambahkan unsur 
kekerasan atau ancaman kekerasan. 
Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP). Unsur delik yang terdapat 
pada Pasal 365 ayat (1) adalah:  
Unsur objektif11 : 
i. Cara atau upaya yang dilakukan 
i. Kekerasan, atau; 
ii.  Ancaman kekerasan. 
ii.  Yang ditujukan kepada orang 
iii. Waktu penggunaan upaya kekerasan dan/atau ancaman 
kekerasan itu adalah : 
a. Sebelum 
b. Pada saat 
c. Setelah 
Unsur subjektif : 
Digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, dengan 
maksud yang ditujukan : 
 





a. Untuk mempersiapkan pencurian  
b. Untuk mempermudah pencurian  
c. Untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain 
apabila tertangkap tangan. 
d. Untuk tentang menguasai benda yang dicuri agar terap berada 
ditangannya. Pada Pasal 365 KUHP ini merupakan pencurian 
dengan kekerasan dengan keadaan yang memberatkan karna 
didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan dengan maksud untuk menyiapkan, 
mempermudah, melarikan diri sendiri atau untuk tetap. 
e. menguasai atas barang yang dicurinya yang dilakukan pada 
waktu dan dengan cara tertentu yang dilakukan oleh dua 
orang atau lebih dan mengakibatkan seperti yang dilakukan 
dalam Pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHP, dengan demikian 
pasal ini disebut “pencurian dengan kekerasan12. 
 
F. METODE PENELITIAN 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif atau 
biasa disebut penelitian doktriner13. sebagaimana yang dikemukakan oleh 
Peter M. Marzuki bahwa “penelitian doktrinier merupakan penelitian yang 
memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori 
hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah 
kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan”14. Menurut 
Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum 
yang dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan 
 
      12 Suharto, Op Cit, Hlm. 79 
      13 Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang melibatkan kemampuan terhadap analisis 
ilmiah pada bahan-bahan hukum dengan didukung oleh kemampuan dalam memahami teori hukum, 
Dikutip dari Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi dan Penelitian Normatif Hukum Normatif, Bayuedia, 
Malang, 2007, Hlm. 282 




dan literature-literature yang berkaitan dengan isu permasalahan yang akan 
diteliti.15  
Oleh karena itu penelitian ini nantinya akan mengkaji dan menganalisis 
secara ilmiah atas ketentuan-ketentuan perundang-undangan, dokumen-
dokumen hukum, teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan 
yang diangkat mengenai penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang 
tidak dituntut atau memutus diluar dari surat dakwaan. Dalam melakukan 
penelitian ini penulis menggunakan bahan – bahan hukum (baik hukum tertulis 
maupun hukum tidak tertulis ataupun baik bahan hukum primer maupun 
bahan hukum sekunder). Penelitian ini menekankan dari segi perundang – 
undangan dan norma hukum sesuai dengan permasalahan yaitu pertimbangan 
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memutus  diluar dari surat 




2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan penelitian merupakan metode atau cara mengadakan 
penelitian16. Pada penelitian hukum normatif ini peneliti dalam melakukan 
penulisan akan menggunakan Metode pendekatan Peraturan Perundang-
undangan yakni menjalankan penelusuran atau menelaah semua ketentuan 
perundang-undangan (Statute approach) dan regulasi yang memiliki kaitan 
terhadap isu hukum yang sedang ditangani. 17 Pendekatan perundang-
undangan dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan 
regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketegahkan.18 Dalam 
 
      15 Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penlitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), 
Jakarta, Rajawali Pers, 2001, Hlm. 13-14                                                                                                                                                                                                              
      16 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka 
Cipta, 2002, Hlm. 23 
      17 Ibid., 
      18 Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, 




pendekatan ini, peneliti menelaah berbagai macam peraturan perundang-
undangan yang dapat menunjang isu hukum dari peneliti, yakni putusan Hakim 
yang diluar dari surat dakwaan terhadap tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan yang mengakibatkan kematian di putusan Pengadilan Negeri 
Jakarta Timur nomor. 718/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim 
Selain itu pendekatan kedua yang digunakan oleh peneliti adalah 
pendekatan kasus (Case Approach). Pendekatan kasus menggunakan putusan 
hakim sebagai sumber bahan hukum yang mana pendekatan dengan 
menelaah atau menganalisis atas kasus-kasus yang berhubungan terhadap isu 
hukum yang sedang ditangani, yang mana kasus-kasus tersebut merupakan 
putusan-putusan pengadilan yang menyandang kekuatan hukum tetap atau 
inkrah.19  
 Paada pendekatan kasus ini, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah 
penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus 
yang diluar dari pada yang diminta oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu, 
peneliti ingin meneliti tentang dasar pertimbangan yuridis hakim di Pengadilan 
Negeri Jakarta Timur dalam putusan nomor. 718/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim yakni 
putusan Hakim yang diluar dari surat dakwaan terhadap tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian di putusan 
Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor. 718/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.  
 
3. Jenis  Bahan Hukum 
Dalam penelitian yang dilangsungkan peneliti digunakan jenis dan 
bahan hukum berupa sumber dan bahan hukum primer, sumber dan bahan 
hukum sekunder dan sumber dan bahan hukum tersier. 
1.  Bahan Hukum Primer  
Bahan Primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat 
autoratif dan sebagai bahan utama. 20 Bahan hukum ini terdiri dari 
 
      19 Ibid,. Hlm. 14 




norma hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan 
dan putusan pengadilan, diantaranya :  
i. Pasal 365 ayat 2 ke-2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 
tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)  
ii. Pasal 365 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang 
Peraturan Hukum Pidana (KUHP)  
iii. Pasal 368 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang 
Peraturan Hukum Pidana (KUHP)  
iv. Pasal 170 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang 
Peraturan Hukum Pidana (KUHP) 
v. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
vi. Pasal 182 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
vii. Pasal 182 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
viii. Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
ix. Pasal 191 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
x. Pasal 191 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
xi. Pasal 193 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
xii. Pasal 193 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
xiii. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman 
xiv. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman 




xvi. Putusan MA No. 693/K/Pid/1986, tanggal 12-07-1986 
xvii. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 
718/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim 
 
2. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan Sekunder merupakan data yang bersifat menyokong 
data primer. Peneliti memperoleh bahan hukum yang berasal dari 
pendapat para ahli,konsep yang bersumber pada buku, jurnal 
hukum, makalah, artikel ilmiah hasil penelitian, serta berbagai 
tulisan yang menjadi sarana penunjang dalam proses penelitian 
yang sedang dilakukan oleh penulis, dan sumber lainnya yang 
memberikan penjelasan pada bahan hukum primer yang didapat 
dari media cetak maupun media online yang membahas tentang 
permasalahan yang diangkat mengenai putusan hakim yang di luar 
dari surat dakwaan dalam tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan yang mengakibatkan kematian. 
Klarifikasi yang dilakukan pernulis juga berupa wawancara 
dengan seorang Hakim Pengadilan Negeri Malang yakni bapak 
Imron Rosyadi,S.H, guna klarifikasi untuk lebih memperjelas 
masalah, mencari keterangan dalam menjelaskan jawaban atas 
permasalahan dalam implikasi yuridis putusan hakim yang diluar dari 
surat dakwaan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan 
yang mengakibatkan kematian. 
 
4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum 
Teknik Penelusuran data yang penulis gunakan dalam rangkaian 
penulisan penelitian ini adalah: 
a. Studi Pustaka (Library Research) 
Penulis memperoleh data melalui mempelajari dan mengkaji peraturan 




yang ada kaitannya dengan isu hukum yang penulis bahas dalam 
penelitian ini. 
Bahan Hukum yang digunakan dengan melakukan penelusuran bahan 
hukum yang peneliti peroleh dari:  
1. Perpustakan Universitas Brawijaya Malang  
2. Pusat dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum 
Universitas Brawijaya 




b. Penelusuran bahan dari Internet 
Cara penulis untuk memperoleh data dengan mencari isu hukum yang 
akan diteliti melalui internet , dengan mengakses situs-situs resmi seperti 
https://putusan.mahkamahagung.go.id , e-book, e-journal serta artikel 
online, dan berita online yang telah terverifikasi kebenarannya yang 
berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 
 
5. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik analisis bahan 
hukum dengan cara interpretasi. Adapun interpretasi yang digunakan adalah: 
a. Interpretasi Gramatikal 
yaitu menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan kaidah 
bahasa dan kaidah hukum tata bahasa.21 
b. Interpretasi Sistematis  
adalah menafsirkan undang-undang sebagai baian dari keseluruhan 
sistem perundang-undangan.22 
c. Interpretasi historis 
 
      21 Peter Mahmud, Op Cit, Hlm. 100 




adalah penafsiran makna undang-undang menurut terjadinya dengan 
jalan meneliti sejarah terjadinya.23 
d. Interpretasi teologis atau sosiologis 
terjadi apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan 
kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan 
hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan undang-undang yang 
sudah using digunakan sebagai sarana untuk memecahkan atau 
menyelesaikan sengketa yang terjadi sekarang.24 
e. Interpretasi Komparatif  
adalah penafsiran dengan memperbandingkan hendak dicari kejelasan 
mengenai suatu ketentuan undang-undang.25 
f. Interpretasi Antisipatif atau futuristis 
ialah penafsiran ini dicari pemecahannya dalam peraturan-peraturan yang 
belum mempunyai kekuatan belaka, yaitu dalam rancangan undang-
undang.26 
Dari 6 (enam) bentuk interpretasi yang sudah dpeneliti jabarkan 
diatas, maka peneiti menganalisis secara perspektif dengan menggunakan 
interpretasi gramatikal dan sistematis. Peneliti menggunakan teknik 
interpretasi gramatikal yakni ketentuan dari suatu peraturan perundang-
undangan yang ditafsirkan dengan menggunakan bahasa sehari-hari 
Peneliti juga menggunаkаn bаhаn hukum sekunder berupа kаmus hukum 
sebаgаi bаhаn penаfsirаn gunа memperjelаs mаknа dаri suаtu ketentuаn 
perаturаn perundаng-undаngаn yаng аkаn diteliti dalam melakukan 
penafsiran dari suatu ketentuan perundang-undangan yang berhubungan 
dengan implikasi yuridis putusan Hakim diluar surat dakwaan dalam tindak 
pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian pada 
Putusan Pengadilan Negeri No. 718/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim. 
 
      23 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2009, Hlm. 
60 
      24 Ibid., 61 
      25 Ibid., 62 




Teknik yang kedua yaitu interpretasi sistematis, peneliti 
menggunakan dengan cara menаfsirkаn suаtu perаturаn perundаng-
undаngаn, yаitu membаndingkаn dаn menghubungkаn beberаpа 
perаturаn perundаng-undаngаn dаn perаturаn yаng lаinnyа. Peneliti 
mengunаkаn bаhаn hukum primer berupа perаturаn perundаng-
undаngаn dаn putusаn pengаdilаn, serta bаhаn hukum sekunder berupа 
buku teks hukum sebаgаi bаhаn penunjаng peneliti dаlаm memperoleh 
referensi yаng berhubungаn dengаn dengan implikasi yuridis putusan 
Hakim diluar surat dakwaan dalam tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan yang mengakibatkan kematian pada Putusan Pengadilan Negeri 
No. 718/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim. 
6. Definisi Konseptual 
Adapun beberapa istilah yang digunakan penulis dalam penelitian ini, 
antara lain : 
a. Implikasi Yuridis adalah suatu dampak atau pengaruh terhadap sistem 
dalam norma hukum yang ada, sebagai akibat adanya suatu proses 
penegak hukum dalam sistem hukum Indonesia 
b. Putusan Hakim ialah suatu keputusan yang dikeluarkan oleh 
hakim,sebagai pejabat yang berwenang diuapkan dipersidangan yang 
bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara sengketa 
antar pihak. 
c. Surat Dakwaan ialah perumusan Tindak Pidana yang didakwakan/ 
dipadukan dengan unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana dirumuskan 
dalam ketentuan Pidana yang bersangkutan. 
d. Tindak Pidana Pencurian ialah adanya maksud untuk mengambil barang 
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan 
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. 
e. Tugas dan wewenang seorang Hakim dalam menjalankan tugas dan 






G. SISTEMATIKA PENULISAN 
Berikut peneliti menjelaskan tentang isi atau uraian bab secara garis besar 
yang akan dibagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut : 
 
BAB I PENDAHULUAN DAN METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, tabel orisinalitas penelitian, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode 
penelitian yang berisi rincian metode yang akan digunakan oleh peneliti, yakni 
jenis penelitian berupa yuridis normatif, pendekatan penelitian berupa 
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan penedekatan kasus 
(case approach), jenis bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder, teknik penelusuran bahan hukum berupa studi kepustakaan, 
teknik analisis bahan hukum berupa interpretasi gramatikal dan sistematis, dan 
definisi konseptual. 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang alur pemikiran yang nantinya akan digunakan 
sebagai alat dalam melakukan analisis, memecahkan masalah atau isu hukum 
penelitian yang berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim dalam 
menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan pasal 
diluar dari dakwaan dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 
718/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim, Peneliti juga memperoleh sumber dari berbagai 
literature antara lain buku serta peraturan perundang-undangan yang terkait 
dengan topik yang akan peneliti gali nantinya lebih dalam lagi. 
 
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis 
dengan cara melalukan analisis pertimbangan hukum hakim dalam 
menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan 




718/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim dengan terkait Implikasi Yuridis dari putusan 
Pengadilan Jakarta Timur tersebut. 
 
BAB IV PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian. Kesimpulan 
berisi jawaban dari rumusan masalah. Saran berisi masukan yang diberikan 
oleh penulis guna memberi alternatif solusi atau pemecahan masalah terkait 
pertimbangan hukum hakim dalam memutus terdakwa diluar dakwaan dengan 
pasal sejenis dengan tindak pidana yang lebih ringan dalam Putusan 







1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian 
a. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu 
strafbaaf feit. Dalam Kitap Undang-undang hukum pidana dikenal dengan 
istilah delik. Menurut Moeljatno lebih dikenal dengan istilah perbuatan 
pidana.Istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak 
pidana”.Istilah ini, karena timbulnya dari pihak kementrian kehakiman, 
sering dipakai dalam perundang-undanagan. Meskipun kata “tindak” lebih 
pendek dari ”perbuatan” tapi “tindak “ tidak menunjukkan pada suatu yang 
abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan perbuatan konkrit, 
sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak 
adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang. 
Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam 
perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam 
pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai 
pula kata perbuatan.27  
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 
hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 
tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.Dapat juga 
dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu 
aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat 
bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuataan, (yaitu suatu keadaan atau 
kejadiaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman 




      27 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana,Rineka Cipta, 2008, Hlm. 55 




b. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah : 
b) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa) Pengertian 
Kesengajaan (dolus)  
c) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging.  
d) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya 
di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, 
pemalsuan dan lain-lain. 
e) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedacbte raad seperti yang 
terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP  
f) Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat dalam 
rumusan tindak pidana menurut pasal 308. 
 
Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah: 
a. Sifat melanggar hukum atau wederrecbtelijkeid;  
b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai 
negeri” di dalam kejahatan  
c. Kausalitas, yakni hubungan antar suatu tindakan sebagai  
 
c.  Tindak Pidana Pencurian dan Jenis-jenis Pencurian 
a. Pengertian Pencurian 
Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat 
umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang 
dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam 
pasal 362 KUHP bahwa: 
“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki 
secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan 
pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling 






2. Pencurian Biasa  
Dalam pencurian ini mempunyai beberapa unsur yaitu : 
Unsur-unsur objektif yaitu : 
a. Unsur barang siapa (Hij). 
b. Unsur perbuatan mengambil (wegnemen).  
c. Unsur objek suatu benda (Eenig goed). 
d. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda 
tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain (Dat geheel of 
gedeeltelijk aan een ander toebehoort). 
 
 Unsur-unsur subjektif (subjektif (Met het oogmerk om het zich 
weder rechtelijk toe te eigenen) ialah : 
a. Adanya kesengajaan sebagai maksud untuk memiliki (opzet als 
oogmerk) 
b. Yang ditujukan untuk memiliki 
c. Melawan hukum, suatu perbuatan atau peristiwa baru dapat dikatakan 
sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.29 
 
2. Pencurian Ringan 
Pencurian ringan yang diatur di dalam KUHP Pasal 364 adalah 
pencurian yang mana jika nilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua 
ratus lima puluh rupiah (Rp.250,-). Tentang nilai benda yang dicuri itu 
semula ditetapkan tidak lebih dari dua puluh lima ribu rupiah 
(Rp.25.000,) tetapi kemudian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Hukum Pidana telah diubah menjadi dua ratus lima 
puluh ribu rupiah (Rp.250.000,-). 
 
3. Pencurian dalam bentuk diperberat (gequalificeerde) 
Pencurian dalam bentuk diperberat (gequalificeerde diestal) adalah 
bentuk pencurian yang dirumuskan dalam pasal 363 KUHP baik ayat 1 
 




maupun ayat 2. Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan 
pemberatan dapat dipaparkan sebagai berikut : 
a. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 
1) Ke-1 pencurian ternak.  
2) Ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, 
banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, 
kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, 
huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang .  
3) Ke-3 pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh 
orang yang ada di situ yang tidak diketahui atau tidak 
dikehendaki oleh yang berhak. 
4)  Ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 
secara bersama-sama.  
5) Ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan 
kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang 
diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak 
atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, 
perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu. 
   
b. Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan 
salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana 
paling lama Sembilan tahun. 
 
4. Pencurian dengan Kekerasan. 
Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga 
merupakan gequalificeerde diefstal atau suatu pencurian dengan 
kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur 
yang memberatkan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau 




Sebenarnya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan 
perampokan tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama, 
misalnya kalau disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan sama halnya dengan merampok. Merampok juga adalah 
perbuatan jahat, oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUHP 
namun perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur 
sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan. 
Pencurian dengan kekerasaan bukanlah merupakan gabungan 
dalam artian antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana 
kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini 
merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya kekerasan adalah 
suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi 
pencurian dengan kekerasan. Unsur-unsurnya dikatakan sama dengan 
pasal 362 KUHP ditambahkan unsur kekerasan atau ancaman 
kekerasan. 
Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP). Unsur delik yang 
terdapat pada Pasal 365 ayat (1) adalah:  
Unsur objektif30 : 
a. Cara atau upaya yang dilakukan 
i. Kekerasan, atau; 
ii. Ancaman kekerasan. 
b. Yang ditujukan kepada orang 
c. Waktu penggunaan upaya kekerasan dan/atau ancaman 
kekerasan itu adalah : 
a. Sebelum 
b. Pada saat 
c. Setelah 
Unsur subjektif : 
 





Digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, 
dengan maksud yang ditujukan : 
f. Untuk mempersiapkan pencurian  
g. Untuk mempermudah pencurian  
h. Untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta 
lain apabila tertangkap tangan. 
i. Untuk tentang menguasai benda yang dicuri agar terap 
berada ditangannya. Pada Pasal 365 KUHP ini 
merupakan pencurian dengan kekerasan dengan 
keadaan yang memberatkan karna didahului, disertai 
atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
dengan maksud untuk menyiapkan, mempermudah, 
melarikan diri sendiri atau untuk tetap. 
j. menguasai atas barang yang dicurinya yang dilakukan 
pada waktu dan dengan cara tertentu yang dilakukan 
oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seperti 
yang dilakukan dalam Pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHP, 
dengan demikian pasal ini disebut “pencurian dengan 
kekerasan31. 
Pasal 365 ini, yang perlu dibuktikan pada delik ini ialah: ” bentuk 
kekerasan atau ancaman kekerasan yang bagaimanakah yang dilakukan oleh 
pelaku. Bentuk kekerasan diatas dapat dilihat pada Pasal 89 KUHP”.32 Seperti 
yang telah dirumuskan pada Pasal 365 KUHP, bahwa pencuri waktu malam 
ketempat melakukan kejahatan dengan didahului, disertai atau diikuti 
kekerasan atau ancaman kekerasan, maka telah terjadi beberapa tindak 




      31 Suharto, Op Cit, hlm. 79 




2. Tinjauan Umum Surat Dakwaan 
b. Pengertian 
Istilah “surat dakwaan” muncul salah satunya di dalam Pasal 140 ayat 
(1) KUHAP, dimana berbunyi “dalam hal penuntut umum berpendapat 
bahwa hasil dari penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu 
secepatnya membuat surat dakwaan”. Tidak hanya didalam pasal tersebut, 
istilah “surat dakwaan” beberapa kali muncul di dalam KUHAP, akan tertapi 
didalam ketentuan umum tidak dijelaskan pengertian dari surat dakwaan. 
Menurut Karim Nasution, dakwaan adalah suatu surat atau akta yang 
memut suatu perumusan dari tindak pidana yang ditudukan, yang 
sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan 
yang merupakan dasari bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan33. Surat 
dakwaan merupakan inti dari pemeriksaan dipersidangan, karena hakim 
memeriksa perkara berdasarkan surat dakwaan yang telah disusun oleh 
penuntut umum, dan berdasarkan surat dakwaan ini jugalah perkara 
dilimpahkan ke pengadilan. 
M Yahya Harahap membuat pengertian umum tentang surat dakwaan 
sebagai sebuah surat akta yang memuat rumusan tindak pidana yang 
didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan 
dari pemeriksaan penyidikan yang dihubungkan dengan unsur delik pasal 
tindak pidana yang dilaggar dan didakwakan para terdakwa dan surat 
dakwaan tersebut menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam siding 
pengadilan34 
Dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, surat dakwaan harus menguraikan 
secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan 
kepada terdakwa. Kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan dapat 
mengakibatkan terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan 
hukum. 
 
      33 Hari Sasangka (et al), Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan, Dharma Surya 
Berlian, Surabaya, 1996, Hlm. 45 
      34 M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan 





c. Syarat-syarat Surat Dakwaan 
1. Syarat Formil 
Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP menyebutkan, bahwa Penuntut 
Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani 
serta berisi nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, 
jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan 
terdakwa. KUHAP tidak memberikan ketentuan apabila syarat formil ini 
tidak terpenuhi, kecuali dalam hal syarat materill tidak terpenuhi KUHAP 
telah mengatur dengan tegas konsekuensinya. 
Kekurangan syarat formill dalam surat dakwaan tidak dengan 
sendirinya batal demi hukum, akan tetapi dapat dimintakan untuk 
dibatalkan35 
 
2. Syarat Materill 
Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP menyebutkan, surat dakwaan 
harus memuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak 
pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat 
tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa. Surat dakwaan 
dianggap tidak memenuhi syarat materill apabila surat dakwaan tidak 
terang atau tidak jelas dalam merumuskan (Obscuur Libelen)  dan 
surat dakwaan mengandung pertentangan antara satu dengan yang 
lain. 
d. Bentuk – bentuk Surat Dakwaan 
1. Dakwaan Tunggal 
Dakwaan tunggal hanya berisi satu saja dakwaan. Umum 
perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak kejahatan yang 
jelas juga tidak mengandung faktor “Penyertaan” atau faktor concursus  
juga faktor “Alternatif” atau faktor “Subsidair”36 . 
 
      35 Ibid,. hlm. 392 





2. Dakwaan Alternatif  
Dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya37. 
Bentuk dakwaan ini digunakan untuk menunggu belum adanya 
kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat untuk bias 
dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif meskipun dakwaan terdiri dari 
beberapa lapisan, namun hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan. 
 
3. Dakwaan Subsidair / Berlapis 
Dalam dakwaan subsidair terdiri dari beberapa lapisan dakwaan 
yang diatur secara berlapis. Sistematik lapisan diatur secara 
bersamaan dimulai dari Tindak Pidana yang diancam kejahatan 
tertinggi sampai kejahatan terendah. 
 
4. Dakwaan Kumulatif 
Dalam dakwaan Kumulatif didakwakan secara serempak 
beberapa delik/ dakwaan yang masing-masing berdiri sendiri, 
tetapi setiap perbuatan (delik) harus dibuktikan tersendiri pula38. 
 
5. Dakwaan Gabungan/Kombinasi 
Bentuk dakwaan ini digunakan menunggu terhadap terdakwa 
yang didakwa telah melakukan lebih dari satu perbuatan 
kejahatan. Dalam surat dakwaan ini terdiri dari dakwaan 







      37 Ibid,. Hlm. 390 




3. Tinjauan Umum Hakim 
a. Definisi Hakim dan Kewajibannya 
1) Hakim 
 Hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau 
Mahkamah; Hakim juga berarti Pengadilan. Pengertian hakim menurut 
pasal 1 ayat (5) UU Komisi Yudisial Nomor 22 Tahun 2004 adalah Hakim 
Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawah 
Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Hakim merupakan suatu elemen dasar dalam sistem 
peradilan selain jaksa dan penyidik (Kejaksaan dan Kepolisian) sebagai 
subjek yang melakukan tindakan putusan atas suatu perkara didalam 
suatu pengadilan. Hakim yang merupakan personafikasi atas hukum 
harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan 
melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu maka 
seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, itegritas, 
moral dan etika transparansi dan pengawasan. 
Berhakim artinya minta diadili  perkaranya; mengahikimi artinya 
berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan 
hukum dan pengadilan, ada kalanya istilah hakim dipakai oleh orang 
budiman, ahli dan orang bijaksana39. Dengan demikian fungsi seorang 
hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk 
melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada 
pengadilan, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan 
kehakiman tercantum pada Pasal 1 UndangUndang Nomor 48 Tahun 




 39 Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Tehnik 





2) Kewajiban Hakim 
Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (Mengadili), 
mengadili adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima 
memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur 
dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara 
yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 ayat (9) KUHAP), ia tidak 
boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau 
aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap 
mengetahui hukum Curialus Novit. Jika aturan hukum tidak ada ia 
harus menggalinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan 
hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.40 
Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib 
menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan 
yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat 
ringannya pidana, hakim wajib memeprtimbangkan pula sifat yang baik 
dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009). 
Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila 
terikat hubungan keluarga sedarah atau semanda sampai derajat 
ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan 
ketua, salah seoarng hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera 
(Pasal 30 ayat (1) UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009). 
Hakim ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan 
harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para 
penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). 
Di dalam praktek ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah, jika 
yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan 
atau ditanyakan si hakim.  Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) 
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam 
sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan 
 




pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang 
diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan41 
 
3) Tugas Hakim 
Tugas dan kewajiban hakim dalam bidang peradilan menurut UU 
No.48 Tahun 2009, antara lain : 
a. Tugas Hakim secara normatif 
1) Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN 
YANG MAHA ESA (Pasal 2 ayat (1), UU No. 48 Tahun 2009) 
2) Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan dengan Pancasila (Pasal 2 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009) 
3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya,hakim dan hakim konstitusi 
wajib menjaga kemandirian peradilan (Pasal 3 ayat (1) UU No.48 Tahun 
2009) 
4) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tiddak membeda-
bedakan orang (Pasal 4 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009) 
5) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi 
segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan 
yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 
Tahun 2009) 
6) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami 
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat 
(Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009) 
7) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian 
yang tidak terecel, jujur, adil, professional dan berpengalaman 
dibidang hukum (Pasal 5 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009) 
8) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati etik dan pedoman perilaku 
hakim (Pasal 5 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009) 
9) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa ,mengadili dan 
memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum 
 




tidak ada atau kurang jelas,tetapi wajib untuk memeriksa dan 
mengadilinya (Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009) 
10) Pengadilan memeriksa,mengadili dan memutus perkara dengan 
susunan sekurang-kurangnya tiga orang hakim kecuali Undang-
Undang menyatakan lain ( Pasal 11 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009) 
11) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 
2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009) 
12) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum 
apabila diucapkan dalam sidang tebuka untuk umum (Pasal 13 ayat (2) 
UU No. 48 Tahun 2009) 
13) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim menyampaikan 
pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang 
diperiksa danmenjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan 
(Pasal 14 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009) 
  
b. Tugas Hakim secara Konkret 
1) Mengonstatir (mengonstansi) yaitu menetapkan atau merumuskan 
peristiwa konkret, hakim mengakui atau membenarkan telah terjadinya 
peristiwa yang telah diajukan oleh para pihak di muka persidangan. 
Syaratnya adalah peristiwa itu konkret haruslah dibuktikan terlebih 
dahulu, tanpa pembuktian hakim tidak boleh menyatakan bahwa suatu 
peristiwa konkret itu benar-benar terjadi.  
Mengonstatir itu berarti menetapkan peristiwa konkret dengan 
membuktikan peristiwanya atau mengganggap telah terbuktinya 
peristiwa tersebut. 
2) Mengualifisir (mengualifikasi) yaitu menetapkan atau merumuskan 
peristiwa hukumnya. Hakim menilai peristiwa yang telah dianggap 
benar-benar terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum yang mana 
atau seperti apa. Dengan kata lain, mengualifisir adalah menemukan 
hukumnya terhadap peristiwa yang telah di konstatir dengan jalan 




Mengualifikasi dilakukan dengan cara mengarahkan peristiwanya 
kepada aturan hukum atau undang-undang. 
3) Mengkonstituir (mengkonstitusi atau memberikan konstitusinya) yaitu 
hakim menetapkan hukumnya dan memberikan keadilan kepada para 
pihak yang bersangkutan. Disini hakim mengambil kesimpulan dari 
adanya premise mayor (peraturan hukumnya) dan premise minor 
(peristiwanya). Dalam menyampaikan putusannya hakim perlu 
memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proporsional 
yaitu keadilan, kepastian hukumnya, dan kemanfaatannya 42. 
 
4. Jenis-jenis putusan Hakim`  
a. Pengertian 
Putusan (Bld : vonnis; vonnis een uitspreken; Eng : verdict, decision; 
Lat : veredictum) adalah kesimpulan atau ketetapan (judgment) hakim 
untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.43 
  
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 
11, Putusan pengadilan didefinisikan : 
“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, 
yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala 
tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang ini”.44  
Putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum yang cukup dan 
relevan sebagai dasar dari kesimpulan dan ketetapan hakim (ground of 
judgment) agar tidak dikualifikasi sebagai onvoldoende gemotiveerd 
(kurang pertimbangan hukum) yang menyebabkan putusan dapat 
dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.45 
 
      42 Marwan Mars, Pengantar Ilmu Hukum, Bogor, ghalia Indonesia, 2011,Hlm. 56 
      43 M.Natsir Asnawi, Hermeunetika Putusan Hakim, (yogyakarta : UII Press, 2014), Hlm. 13 
      44 Redaksi Bhafana Publishing, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Bhafana Publishing, 
2014), Hlm. 178 




Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 11 KUHAP tersebut, terdapat 
tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, dan 
putusan lepas dari segala tuntutan hokum. Tentunya majelis Hakim 
memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis 
putusan tersebut.  
a. Putusan Bebas (Vrijspraak) 
Putusan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan atau yang dikenal 
dengan putusan bebas. Dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP disebutkan 
bahwa : 
“Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, 
kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”46 
 
b. Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum (Onslag van recht 
vervolging)  
Putusan lepas adalah putusan yang berisikan tentang pelepasan 
terdakwa dari segala tuntutan hukum. Diatur dalam Pasal 191 ayat (2) 
KUHAP, yang menyebutkan bahwa :  
“Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan 
kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan 
suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala 
tuntutan hukum”. 47 
 
 
c. Putusan Pemidanaan (Veroordeling)  
Putusan pemidanaan adalah putusan yang berisi suatu pemidanaan, 
putusan ini akan dijatuhkan oleh Hakim apabila perbuatan terdakwa 
terbukti melakukan pelanggaran yang didakwakan olehnya. Hal 
tersebut diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan 
bahwa :  
“Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya,maka 
pengadilan menjatuhkan pidana”48 
 
      46 Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
      47 Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 




Hakim dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan harus 
memberikan keadilan ( ex aquo et bono) dan mengandung kepastian 
hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yag 
bersangkutan sehingga sebuah pertimbangan yang dilakukan oleh 
Hakim tersebut harus disikapi dengan teliti,baik,dan cermat. Apabila 
pertimbangan Hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan 
Hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut akan dibatalkan 























HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri No. 
718/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim 
 
1. Posisi Kasus  
Adapun kronologi singkat dari kasus dalam perkara ini yaitu, berawal 
pada hari Sabtu tepatnya tanggal 03 Mei 2014 sekitar jam 20.45 WIB 
Supono dan Siti Mariyati berboncengan menggunakan sepeda Motor merk 
Kawasaki Ninja warna hijau dengan Nopol B-3806-NJU milik Supono yang 
melintas dari arah Cijantung. Tidak lama kemudian saat Supono 
menjalankan sepeda motornya dengan pelan, motor Supono dipepet 
jalannya oleh seorang yang bernama Budi Larasanto alias Budi Ambon 
dengan kawannya yang tengah berboncengan bersama bernama Ahri Eni 
Ardhoni alias Kiting dengan menggunakan sepeda Motor merk Yamaha Mio 
Smile, sehingga Supono menghentikan laju sepeda motornya yang sesaat 
itu berhenti di Jl. Raya Bogor tepatnya di Fly Over Pasar Rebo Kel. Susukan, 
Kec. Ciracas, Jakarta Timur. 49 
Dan sesaat kemudian Budi Larasanto langsung menghampiri Supono 
dan Siti Mariyati tanpa basa-basi Budi Larasanto langsung mencabut kunci 
motor milik Supono, lalu kemudian Ahri Eni Ardhoni langsung memaksa 
meminta uang kepada Siti Mariyati dan Supono dengan berkata “tambahin 
uang untuk bocah nongkrong”. Saat Supono menjawab tidak ada uang dan 
tidak ingin memberikan uang miliknya lalu Budi Larasanto merasa kesal 
atas jawaban Supono dan langsung mengambil Sebilah Arit yang 
bergagang kayu yang pada sebelumnya sudah disiapkan oleh Budi 
Larasanto dan Ahri Eni Ardhoni. Kemudian, Budi Larasanto langsung 
membacok Supono sebanyak satu kali dan mengenai perut kiri Supono. 
 




Tidak hanya membacok perut Supono namun, Budi Larasanto dan Ahri Eni 
Ardhoni berhasil mencuri barang milik Supono dan Siti Mariyati yaitu 
handphone merk BlackBerry serta uang tunai sebanyak Rp. 142.000,- 
(seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan langsung berhasil melarikan 
diri. 
Kemudian ada masyarakat saat melintas dijalan melihat Supono 
sedang menahan kesakitan akibat tusukan diperutnya yaitu Rizky Sulistyo 
langsung menghampiri dan menolong Supono dengan membawanya ke 
Rumah Sakit Harapan Bunda, namun berkata lain Supono nyawa nya tidak 
dapat terselamatkan, Supono telah meninggal dunia yang sesuai dengan 
Hasil Pemeriksaan Bedah Mayat dengan Nomor : 
168/VER/454.05.14/V/2014 yakni pada tanggal 06 Mei 2014 yang 
ditandatangani oleh dr. Norbert Tanto Harjadi, SpF, dokter spesialis 
forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal 
Rumah Sakit dr. Cipto Mangunkusomo Jakarta.50 
Untuk itu terdakwa dalam putusan ini yaitu Budi Larasanto alias Budi 
Ambon dengan Ahri Eni Ardhoni (berkas perkara terpisah) melakukan 
tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengakibatkan kematian 
dengan identitas terdakwa sebagai berikut: 
Nama Lengkap  : Budi Larasanto alias Budi Ambon 
Tempat Lahir : Jakarta 
Umur/Tgl Lahir : 18 Tahun/ 09 Oktober 1995 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Kebangsaan : Indonesia 
Tempat Tinggal     : Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama (PSSA-
PU) 04  No. 57 Jl. Bina Marga Kel. Ceger, Kec. 
Cipayung, Jakarta Timur 
Agama         : Islam 
Pekerjaan         : Pelajar  








Tuntutan Penuntut Umum 
a. Pada putusan ini Penuntut Umum menuntut terdakwa Budi 
Larasanto alias Budi Ambon menggunakan dakwaan kumulatif 
dengan mendakwakan Pasal 365 ayat (4) KUHP, pasal 170 ayat (2) 
ke-3 KUHP, dan pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP. 
b. Penuntut Umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi 
Larasanto alias Budi Ambon dengan pidana penjara selama 2 (dua) 
tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara 
dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 
c. Menyatakan barang bukti berupa : 
1) Sebilah senjata tajam jenis arit bergagang kayu, Topi kupluk 
warna abu-abu bertuliskan CIBODAS dirampas untuk 
dimusnah-kan ; 
2) Sepeda motor merk Yamaha Mio Smile Nopol B-3688 TBN 
dikembalikan kepada saksi korban Zaenal Arifin 
d. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).51 
Pada Putusan ini Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan 
menggunakan dakwaan kumulatif dengan mendakwakan Pasal 365 ayat 4 
KUHP, Pasal 170 ayat 2ke-3 KUHP, Pasal 368 ayat 4 KUHP. Yang kemudian 
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan Putusan Nomor 
718/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim dengan isi amar sebagai berikut :  
1. Menyatakan terdakwa : BUDI LARASANTO alias BUDI AMBON tersebut 
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua ; 
2. Membebasksan terdakwa : BUDI LARASANTO alias BUDI AMBON oleh 
karena itu dari kedua dakwaan tersebut ; 
 




3. Menyatakan terdakwa BUDI LARASANTO alias BUDI AMBON ,telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” ; 
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 2 (Dua) Tahun ; 
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; 
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 
7. Menyatakan barang bukti berupa : 
8. Sebilah senjata tajam jenis arit bergagang kayu, topi kupluk warna abu-
abu bertuliskan CIBODAS dirampas untuk dimusnahkan ; 
9. 1 ( satu ) unit sepeda Motor merk Yamaha Mio Smile No. Pol B-3688 
TBN dikembalikan kepada saksi korban Zaenal Arifin; 
10. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- 
(dua ribu rupiah) 52 
 
2. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim menyatakan terdakwa tidak 
terbukti melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 
365 ayat 4 KUHP. 
Seorang Hakim dalam halnya menjatuhkan putusan pidana kepada 
terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut, kecuali apabila dengan 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehinga oleh karena itu 
Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana terjadi benar-
benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya (Pasal 183 KUHAP). 
Untuk itu Alat bukti sah yang dimaksud adalah :  (a). Keterangan Saksi; 
(b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa 
atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu 
dibuktikan (Pasal 184 KUHAP). 53 
 
      52 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.718/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim 
      53 Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat 




Hakim dalam hakekatnya mengadili pelaku tindak pidana harus melalui 
proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan 
sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan 
teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk 
memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang 
satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu 
dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara 
keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP). 
Dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang 
dilakukan oleh terdakwa kepada korban, terdakwa oleh jaksa penuntut 
umum didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan 
dengan menggunakan dakwaan kumulatif, dimana terdakwa didakwa 
melanggar salah satunya Pasal 365 ayat 4 KUHP. Adapun ketentuan isi 
Pasal 365 ayat 4 KUHP menyatakan :  
“Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 
selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan 
mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua 
orang itu lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal 
yang diterangkan dalam No.1 dan 3” 54 
Dalam putusan nomor 718/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim salah satu pasal 
yang didakwakan oleh penuntut umum adalah Pasal 365 ayat 4 KUHP 
majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut :  
Menimbang, bahwa dakwaan kesatu melanggar Pasal 365 ayat 4 KUHP 
yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 
a. Barang siapa, Mengambil sesuatu yang sama sekali atau sebagian 
kepunyaan orang lain 
b. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Didahului, 
disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
 




terhadap orang, dengan maksud  akan menyiapkan atau 
memudahkan pencurian itu 
c. Mengakibatkan kematian 
        Unsur ke- 1 : Barang siapa  
  Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah siapa saja sebagai subjek 
hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dapat dipertanggung 
jawabkan kepadanya menunjuk kepada terdakwa Budi Larasanto alias Budi 
Ambon yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana dalam 
surat dakwaan terdakwa telh dihadapkan ke persidangan, diperiksa serta dituntut 
telah melakukan perbuatan yang didakwakan, selain itu terdakwa dalam 
persidangan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya 
dengan baik dan lancer sehingga dengan demikian sudah jelaslah bahwa 
terdakwa dalam melakukan perbuatannya termasuk pada kategori orang sehat 
baik jasmani maupun rohani dan oleh karenannya ia adalah subjek hukum 
sebagaimana dimaksud dan dengan demikian unsur ini telah dianggap 
terpenuhi.55 
       Unsur ke- 2 : Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian 
kepunyaan orang lain ; 
  Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa pada uraian Jaksa 
Penuntut Umum dalam dakwaaanya adalah handphone merek Asiaphone milik 
saksi Maryati dan handphone merek Blackberry serta uang tunai sebesar Rp. 
142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) milik korban Supono yaitu pada 
hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira-kiranya pukul 20.45 WIB di Fly Over Pasar 
Rebo Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. 
  Bahwa seluruh saksi yang dihadapkan ke persidangan taka da 
seorangpun yang telah melihat terdakwa telah mengambil handphone merk 
Asiaphone milik Siti Maryati dan handphone merk Blackberry serta uang tunai 
sebesar Rp. 142.000,- milik korban Supono dan bagaimana mengambilnya 
kecuali korban Siti Maryati yang dalam BAP menerangkan, bahwa saksi melihat 
terdakwa mengambilnya, tetapi saksi Siti Maryati tidak pernah dihadirkan 
 




dipersidangan dan keterangannya tidak dibacakan di persidangan begitu pula 
dalam keterangannya disidang telah membantah keterangan tersebut. 
  Menurut keterangan Agung Jamin Setiawan (saksi verbalisan), bahwa 
pada bulan Maret 2014 telah menerima laporan dari masyarakat (korban Siti 
Maryati) bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan di fly over Pasar Rebo 
Jakarta Timur pada pukul 20.45 WIB, korban meninggal dunia di RS Harapan 
Bunda. Setelah dilakukan penyelidikan dan hasilnya dilakukan penangkapan 
terhadap terdakwa dan dalam keterangannya di BAP mengakuinya : Bahwa 
keterangan saksi Hendri Purbianto (saksi verbalisan) terdakwa sempat 
dipertemukan dengan Siti Maryati, menurut keterangan saksi Budiman 
Marpaung (saksi verbalisan), Jimmy Silalahi dan Fuldri S. Astanto yang 
melakukan penyelidikan setelah bertemu korban Siti Maryati yang menceritakan 
kejadiannya disertai dengan ciri-ciri pelakunya telah mendapat informasi 
seseorang yang menjual handphone Samsung dan salah satunya adalah milik 
korban dan menemukan penjual handphone yaitu terdakwa, dimana handphone 
dijual kepada sesorang di ATM TMII tetapi sampai sekarang tidak ditemukan 
pembelinya.56 
  Atas keterangan dari saksi-saksi terdapat terdakwa telah 
membantahnya dengan menyatakan bahwa waktu kejadian terdakwa tidak 
berada di TKP, bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan Siti Maryati, 
bahwa terdakwa mengakui perbuatannya di BAP karena dipukuli, digetok pakai 
gesper kopel, bahwa di dalam rekonsyruksi terdakwa mempraktekkan sesuai 
dengan yang diceritakan Buser, bahwa buser bilang kepada terdakwa waktu 
pergi ke Cibinong supaya mengaku kemudian terdakwa dipukul, pistol 
dimasukkan kedalam mulut dan terdakwa mau dibuang ke jalan tol, Kiting 
kemudian ditanya bahwa ia tidak melakukan perbuatan di fly over Pasar Rebo 
lalu terdakwa dimarahi dan sejak itu membenarkan apa yang telah ditanyakan, 
bahwa terdakwa tidak pernah menjual handphone. 
  Bantahan terhadap keterangan atas saksi-saksi tersebut diulangi 
kembali dalam keterangan sendiri, bahwa terdakwa tidak tahu menahu tentang 
handphone yang dijual kepada seseorang di TMII, juga tidak tahu soal uang Rp. 
 




142.000,- terdakwa disuruh Buser mengakui tentang uang dan handphone dank 
arena dipukul terpaksa mengakauinya, bahwa pada kejadian di fly over Pasar 
Rebo Kiting tidak ada disaana. Tanggal 3 Mei 2014 terdakwa ada acara ulang 
tahun teman, Kiting ada di panti, terdakwa tahu karena tinggal bersama-sama 
di panti. 
  Keterangan terdakwa terdakwa tersebut kemudian diperkuat dengan 
adanya keterangan dari saksi PUJA LARAS SARI ANDRIANI sebagai saksi ade 
charge, yang telah menerangkan bahwa kejadian di fly over Pasar Rebo tanggal 
3 Mei 2014waktu selepas shalat Isya sedang bersama saksi sampai jam 22.00 
WIB baru pulang dari acara ulang tahun teman saksi di Jalan Suci Pasar Rebo 
Jakarta Timur dan jam 22.30 WIB sampai dirumah saksi. 
   Dari rangkaian pertimbangan tersebut, Majelis kemudian 
berkesimpulan unsur ke 2 ini tidak terbukti menurut keyakinan. 
   Oleh karena salah satu unsur dakwaan kesatu tidak terbukti menurut 
keyakinan, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan 
dalam dakwaan kesatu tersebut dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan 
dari dakwaan kesatu tersebut. 
Pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau 
pemberatan (gequalificeerde diefstal) diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. 
Menurut P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, yang dimaksud dengan 
pencurian dengan kekerasan atau pemberatan adalah perbuatan pencurian 
yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya 
yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman 
hukumannya menjadi diperberat.57 
Pasal 365 Ayat (4) KUHP merupakan bentuk pencurian dengan 
kekerasan bentuk keempat. Bentuk pencurian ini merupakan bentuk 
pencurian yang terberat, karena diancam dengan pidana mati, atau pidana 
penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 
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tahun. Pidana tersebut dikenakan apabila tergabungnya unsur-unsur sebagai 
berikut: 58 
1. Semua unsur pencurian bentuk pokok (pasal 362);  
2. Semua unsur pencurian dengan kekerasan (pasal 365 ayat 1);  
3. Unsur timbulnya akibat: luka berat atau matinya orang; 
4. Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu;  
5. Ditambah salah satu dari : 
a. Waktu melakukan pencurian yakni malam, ditambah unsur 
tempat yakni dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan 
tertutup yang ada tempat kediamanya, atau 
b. Unsur cara-caranya untuk masuk atau sampai pada tempat 
melakukan kejahatan dengan jalan merusak, memanjat, 
memakai anak kunci palsu, memakai perintah palsu, dan 
memakai pakaian jabatan palsu. 
 
Letak diperberatnya pidana pada bentuk pencurian dengan kekerasan 
yang terakhir ini, dari ancaman pidana maksimum 12 tahun penjara (365 
ayat 2) menjadi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau dalam 
waktu tertentu paling lama dua puluh 20 tahun, adalah dari tergabungnya 
unsur-unsur yang disebutkan pada butir 3, 4, dan 5 tersebut di atas. 
Menurut Adami Chazawi sendiripun, pencurian dalam bentuk 
diperberat adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam 
Pasal 362 KUHP (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang 
objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan 
oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian 
bentuk pokoknya.59 Beberapa definisi di atas, meskipun redaksinya berbeda 
namun substansinya sama. Pasal 365 ayat 4 Kitab undang-undang Hukum 
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Pidana mengancam dengan hukuman yang berat, apabila pencurian dengan 
kekerasan tersebut menyebabkan matinya orang, yakni apabila pencurian 
tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan 
disertai keadaan-keadaan seperti yang diatur di dalam ayat 1 dan 2 dari pasal 
yang sama, dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau 
hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Untuk itu 
perrlu dicatat, bahwa di mana ditentukan kemungkinan terjadinya ada orang 
yang mendapat luka berat ataupun meninggal, adalah tidak menjadi soal 
siapa yang terluka berat ataupun meninggal, asalkan timbulnya luka berat 
atau kematian itu adalah sebagai akibat langsung dari kejahatan pencurian 
dengan kekerasan yang bersangkutan. Dalam penjelasan putusan Nomor 
718/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim korban atas nama Supono telah meninggal dunia 
akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yakni terdakwa 
membacok sebanyak satu kali dan mengenai perut kiri korban, kemudian 
korban meninggal dunia di RS Harapan Bunda.  
Adapun sebelum mempertimbangkan dakwaan pertama, majelis hakim 
telah terlebih dahulu melihat dan mengkritisi surat tuntuan Penuntut Umum 
aquo karena menurut Majelis tuntutan tersebut telah menimbulkan 
ambigwity, pada dakwaan kesatu Pasal 365 ayat 4 KUHP menurut majelis 
adalah Penuntut Umum dalam menguraikan unsur barang siapa terdakwa 
adalah Budi Larasanto telah terbukti sebagai subjek hukum, tetapi dalam 
membuktikan unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau 
sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara 
melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau 
memudahkan pencurian itu, yang mengakibatkan kematian, penuntut umum 
telah menempatkan terdakwa Budi Larasanto sebagai saksi pada uraian fakta 
dalam pembuktian unsur tersebut.60 
 




3. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim menyatakan terdakwa tidak 
terbukti melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan kedua Pasal 
170 ayat 2 ke- 3 KUHP. 
Dalam hal ini penunut umum telah mendakwakan kepada terdakwa 
dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP. Adapun 
ketentuan isi Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP menyatakan :  
“Yang bersalah diancam : 
1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan 
sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan 
mengakibatkan luka-luka. 
2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan 
mengakibatkan luka berat; 
3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan 
mengakibatkan maut.”61 
Dalam putusan nomor 718/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim pasal kedua 
yang telah didakwakan oleh penuntut umum adalah Pasal 170 ayat 2 ke-
3 KUHP majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan sebagai 
berikut :  
Menimbang, bahwa dakwaan kedua melanggar Pasal 170 ayat 2 ke 3 
KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 
a. Barang siapa ; 
b. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama 
menggunakan kekerasan terhadap orang ; 
c. Mengakibatkan kematian. 
 
Unsur ke- 1 : Barang siapa 
  Sebagaimana unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu secara 
mutatis mutandis berlaku terhadap pertimbangan unsur ke 1 dalam dakwaan 
kedua ini dan dengan mengambil alih pertimbangan unsur ke 1 dalam dakwaan 
kesatu tersbeut, maka unsur ke 1 dakwaan kedua ini telah dianggap terpenuhi. 
  Unsur ke- 2 : Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama 
menggunakan kekerasan terhadap orang. 
 




Fakta mengenai unsur ini adalah peristiwa pada tanggal 3 Mei 2014 
sekiranya pada pukul 20.45 WIB yang terjadi di fly over Pasar Rebo Jakarta Timur, 
dimana pada waktu kejadian terdakwa tidak ada di TKP, terdakwa tidak tahu 
tentang handphone yang dijual kepada seseorang di TMII, terdakwa tidak pernah 
menjual handphone, terdakwa sedang berada pada acara ulang tahun selepas 
shlat Isya sampai pada jam 22.00 WIB di Pasar Rebo bersama saksi PUJA LARAS 
SARI ANDRIANI dan baru sampai rumah pada pukul 22.30 WIB, terdakwa 
mengakui saksi Kiting tidak berada di TKP tetapi ada di panti dan terdakwa tahu 
karena tinggal bersama saksi di panti, kemudian terdakwa mengakui 
perbuatannya di BAP karena dipukul, digetok pakai gesper kopel dan menarik 
keterangan di BAP sekitar peristiwa di fly over tetapi mengakui perbuatannya 
bersama saksi Kiting dalam peristiwa yang lain, yaitu di Jalan Raya Hankam pada 
tanggal 12 April 2014. 
Menimbang, saksi-saksi dalam persidangan tidak ada yang melihat 
terdakwa melakukan perbuatan itu, saksi-saksi yang telah disebutkan oleh 
Penuntut Umum telah dibacakan dipersidangan tidak benar, tetapi tidak pernah 
dibacakan sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian menurut Undang-Undang: 
    Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan unsur 
kedua ini tidak terbukti menurut keyakinan. 
Menimbang, karena salah satu unsur dalam dakwaan kedua tidak terbukti 
menurut keyakinan , maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan 
perbuatan dalam dakwaan kedua tersebut dan oleh karenanya terdakwa haruslah 
dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut.62 
Sebagaimana yang telah penuntut umum jelaskan bahwa perbuatan 
terdakwa Budi Larasanto alias Budi Ambon telah diatur dan diancam 
pidana Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP. Dalam ranah hukum pidana, Hakim 
sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif, dan objektif 
seseorang dapat dipidana, serta hal-hal yang memberatkan dan 
 





meringankan. Penempatan Pasal 170 dalam BAB V sebagai delik 
“Kejahatan terhadap Ketertiban Umum”, maka dimaknai adanya sebagai 
tujuan utama perbuatan tersebut adalah mengganggu ketertiban umum, 
sehingga harus bisa dibuktikan kejahatan yang dilakukan untuk membuat 
suasana tidak aman.  Adanya orang yang luka atau mati serta rusaknnya 
barang-barang bukanlah tujuan utama dari Pasal 170 ini, melainkan akibat 
dari perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama-sama. 
Bahwa yang dilarang dalam Pasal 170 ini menurut R. Soesilo 
adalah:63 
1. “Melakukan kekerasan” Kekerasan itu biasanya terdiri dari 
merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula 
kurang dari pada itu. 
2. Kekerasan itu harus dilakukan secara “bersama-sama”, 
dilakukan sedikit-dikitnya oleh dua orang atau lebih. Orang yang 
hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan 
kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini. 
3. Kekerasan itu harus ditujukan kepada “orang atau barang” 
4. Kekerasan itu harus dilakukan “dimuka umum”, karena 
kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan 
ketertiban umum. (dimuka umum : ditempat publik dapat 
melihatnya). 
 Dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan 
yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum 
maka hakim membuat beberapa pertimbangan Menurut hemat penulis, 
Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana 
kekerasan yang diakukan secara bersama-sama terhadap orang dimuka 
umum menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis 
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Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang 
didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan atau 
faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh Undang-
Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. 
64Pertimbangan yang bersifat yuridis ialah sebagai berikut:  
c. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;  
d. Keterangan saksi 
e. Keterangan Ahli 
f. Keterangan Terdakwa 
g. Barang bukti 
h. Pasal-pasal yang didakwakan dalam KUHP 
 
Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis, hakim dalam 
menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat nonyuridis. 
Pertimbangan non-yuridis ialah antara lain sebagai berikut :  
a. Akibat perbuatan terdakwa 
b. Kondisi diri terdakwa 
 Untuk itu dalam perkara Nomor 718/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim majelis 
hakim sebelum menjatuhkan putusan melakukan pertimbangan-
pertimbangan baik itu dari aspek yuridis maupun pertimbangan dari aspek 
psikologis dan sosiologis. Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap 
tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks yang paling penting 
dalam putusan Hakim dan merupakan unsur-unsur dari suatu delik apakah 
perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan rumusan 
delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. 
Pertimbanganpertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh 
besar terhadap amar putusan Majelis Hakim. Sebelum pertimbangan-
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pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan oleh Majelis 
Hakim, maka terlebih dahulu Mjelis Hakim akan menarik fakta-fakta dalam 
persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dan 
keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang 
diajukan dan diperiksa dipersidangan.65 Akan tetapi jika dilihat dari Perkara 
Nomor 718/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim majelis hakim mempertimbangkan 
bahwa tidak terbukti menurut keyakinan, karena saksi-saksi dalam 
persidangan tidak ada yang melihat terdakwa mealukan perbuatan itu, 
adapun saksi-saksi yang telah disebutkan oleh Penuntut Umum dan telah 
dibacakan dipersidangan tidak benar, dan akan tetapi tidak pernah 
dibacakan sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian menurut Undang-
Undang. 66 
4. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim menyatakan terdakwa tidak 
terbukti melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan ketiga Pasal 
368 ayat 4 KUHP. 
Menurut Pertimbangan Hakim yang terakhir yakni pasal yang ketiga 
pada pasal yang didakwakan oleh penunut umum untuk tedakwa dalam 
putusan nomor 718/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim adalah Pasal 368 ayat 4 KUHP 
majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut :  
Dakwaan ketiga melanggar Pasal 368 ayat 4 KUHP, Menimbang, 
bahwa karena Pasal 368 ayat 4 KUHP tidak ada dan yang ada hanya 
Pasal 368 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, maka dakwaan ketiga tersebut 
haruslah dianggap tidak pernah ada didakwakan kepada terdakwa. 
Dalam KUHP sudah jelas bahwa telah dikatakan Pasal 368 hanyalah terdiri atas 
2 ayat saja. Yang membuat hakim merasa kebingungan atau ambigwity ialah 
Penuntut Umum telah menyatakan akan membuktikan dakwaan ketiga Pasal 365 
ayat (2) ke-2  KUHP namun dalam kesimpulannya atas keseluruhan atas uraian 
tuntutannya menyatakan antara lain terdakwa melanggar Pasal 368 ayat (2) ke-
2 KUHP yang sama dengan petitum ke-4 tuntutannya yang padahal dalam isi 
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dakwaannya Penuntut Umum tidak pernah mendakwa terdakwa dalam dakwaan 
ketiga melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP melainkan terdakwa didakwa 
melanggar Pasal 368 ayat 4 KUHP.67 
Menurut R. Soesilo dalam bukunya menamakan perbuatan dalam 
Pasal 368 ayat (1) KUHP sebagai pemerasan dengan kekerasan yang 
mana pemerasnya :68 
1. Memaksa orang lain; 
2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau 
sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau 
kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau 
menghapuskan piutang; 
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain dengan melawan hak; 
4. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau 
ancaman kekerasan; 
Adapun bunyi Pasal 368 ayat 1 dan ayat 2, diantaranya: 69 
(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 
orang secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan 
atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang 
seluruhnya atau sebagai adalah kepunyaan orang itu atau orang lain , 
atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, 
diancam karena pemerasan , dengan Pidana Penjara paling lama 
sembilan tahun. 
(2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga dan keempat berlaku bagi 
kejahatan ini. 
 
Dari bunyi Pasal 368 tersebut, adapun unsur-unsur yang terdapat 
dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman ini ada 2 yakni : 
1. Unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain secara melawan hukum. 
2. Unsur objektif, yaitu : 
a. Barang siapa; 
b. Memaksa dengan kekerasan atau dengan acaman kekerasan; 
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c. Seseorang;  
d. Untuk menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau 
seluruhnya kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak 
ketiga, dan untuk membuat orang tersebut berutang atau 
meniadakan piutang. 
Unsur subjektif dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain secara melawan hukum disini merupakan tujuan untuk 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi, pelaku harus 
mengetahui bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dilakukan 
secara melawan hukum, berarti menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain sebagai tujuan terdekat, dengan memakai kekerasan itu. Jadi, jika 
keuntungan itu diperoleh secara tidak langsung, artinya masih diperlukan 
tahap-tahap tertentu untuk mencapainya, maka bukanlah pemerasan. 
Sedangkan unsur objektif yang pertama dari tindak pidana pemerasan 
yang diatur dalam Pasal 368 KUHP ialah barangsiapa. Kata barangsiapa 
itu menunjukkan orang, yang apabila ia memenuhi semua unsur tindak 
pidana pemerasan seperti yang diatur dalam pasal 368 KUHP, maka ia 
akan disebut sebagai dader atau pelaku dari tindak pidana pemerasan 
tersebut, sehingga bagi orang tersebut dapat dijatuhkan pidana penjara 
selama-lamanya sembilan tahun. Akan tetapi perlu diingat bahwa yang 
harus memenuhi semua unsur tindak pidana itu bukan hanya dader saja, 
melainkan juga para mededader  atau mereka yang turut melakukan suatu 
tindak pidana tanpa mereka itu harus menjadi seorang dader. 70 
Selanjutnya unsur objektif yang kedua dari tindak pidana pemerasan 
yang diatur dalam pasal 368 ayat (1) KUHP ialah memaksa dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan agar menyerahkan sesuatu barang. 
Penyerahan barang itu karena adanya kekerasan yang dilakukan oleh 
pelaku, sehingga pemilik barang itu tidak berdaya kecuali harus menuruti 
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kehendak pelaku dan menyerahkannya, apabila seseorang itu tidak mau 
menyerahkan barang yang diminta, maka ia akan mengalami perlakuan 
yang membahayakan keselamatan dirinya maupun nyawanya.71 
Unsur objektif yang ketiga dari tindak pidana pemerasan yang diatur 
dalam Pasal 368 KUHP itu adalah seseorang. Itu berarti bahwa kekerasan 
atau ancaman dengan kekerasan itu harus ditujukan pada orang yang 
dipaksa untuk menyerahkan sesuatu benda atau yang dipaksa untuk 
mengadakan perjanjian utang atau untuk meniadakan piutang.72 
Dan unsur objektif yang terakhir dari tindak pidana pemerasan yang 
diatur dalam Pasal 368 KUHP itu masing-masing ialah untuk menyerahkan 
sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang tersebut 
atau kepunyaan pihak ketiga, dan untuk membuat orang tersebut 
berutang atau meniadakan piutang.73 
Tаbel 5.1 
Perbаndingаn Dasar Pertimbangan Putusan MA No. 
693/K/Pid/1986, tanggal 12-07-1986, Putusan MA No. 
675/K/Pid/1987, tanggal 21-03-1989 dan Putusan Pengadilan 
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pencurian yang lebih 
ringan termasuk juga 
dalam dakwaan in 
casu Pasal 363 (1) ke 
4 KUHP. 
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dalam perkara ini 
yaitu melanggar Pasal 
365 ayat (2) ke-2 
KUHP. 
Sumber: Dаtа primer dаn sekunder, diolаh 2020. 
5. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim menyatakan terdakwa bersalah 
melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan  dalam Pasal 365 
ayat (1) (2) KUHP dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP. 
Dari penjelasan pertimbangan dakwaan oleh majelis hakim tidak ada satupun 
pasal tidak terbukti menurut keyakinan hakim. Untuk itu hakim membuat 
pertimbangannya sendiri dalam putusan tersebut, majelis hakim dalam 
pertimbangannya sebagai berikut : 
 Menimbang, bahwa namun demikian seperti telah disebutkan diatas tentang tugas 
pokok Hakim, maka majelis melihat dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, 
perbuatan terdakwa yang merupakan tindak pidana yang sejenis dengan tindak pidana dalam 




dalam perkara ini yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP yang unsur-unsurnya 
sebagai berikut : 
1. Barang siapa; 
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan 
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; 
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
terhadap orang; 
4. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau 
dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau 
peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang dicuri; 
5. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas 
seluruh unsur telah terpenuhi, sehingga oleh karena itu terdakwa harus 
dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan bersalah 
melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan 
memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 
(1) ke 2-,3 KUHP” 
Menimbang, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti 
melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan Pengadilan 
tidak menemukan alasan pembenar dan atau pemaaf maka terdakwa harus 
dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana yang didakwakan itu dan harus 
dijatuhi pidana.74 Dalam pertimbangan ini pun hakim memasukkan Pasal 193 
ayat (1) KUHAP yang berbunyi : 
“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah mealakukan 
tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan 
menjatuhkan pidana.” 75 
Oleh karena terdakwa Budi Larasanto alias Budi Ambon telah 
ditangkap dan telah ditahan selama pemeriksaan dalam perkara ini, 
maka cukup jelas untuk alasan menetapkan masa penangkapan dan 
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penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 
lamanya pidana yang akan dijatuhkan.  
Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, harus 
dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan 
yang ada pada diri terdakwa, sebagai berikut : 
Hal-hal yang memberatkan : 
1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain; 
2. Terdakwa berbelit-belit dipersidangan; 
Hal-hal yang meringankan : 
1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa masih muda masih 
ada harapan untuk memperbaiki dirinya;76 
 
  Putusan yang diluar dari surat dakwaan penuntut umum dalam hukum 
formil mengandung pengertian sebagai penjatuhan atas perkara yang tidak 
dituntut atau mengabulkan lebih dari pada apa yang diminta. Sedangkan 
Yahya Harahap mengartikannya sebagai hakim yang mengabulkan tuntutan 
melebihi ataupun diluar dari apa yang dituntut77 Secara umum dapat 
dikemukakan terdapat 2 (dua) prinsip yang dipandang sangat pokok dalam 
sistem peradilan (judicial system), yaitu :  
i. The principle of judicial independence  
ii. The principle of judicial impartiality 
Kemudian kedua prinsip ini diakui sebagai prasyarat pokok sistem di 
semua negara yang disebut hukum modern. Begitu pula di Indonesia, kedua 
prinsip ini kemudian juga diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia yang 
termaktub dalam prinsip kekuasaan kehakiman. Jika dianalisis lebih lanjut 
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hubungan antara kedua prinsip tersebut adalah bahwa prinsip kekuasaaan 
kehakiman yang merdeka itu sendiri (prinsip kebebasan hakim) harus 
diwujudkan dalam sikap independensi hakim dalam memeriksa dan memutus 
perkara yang dihadapinya. Tentunya kebebasan itu kemudian tidak dapat 
diartikan serta merta bebas sebebas-bebasnya, namun tetap harus berdasar 
pada sumber hukum yang ada. Dalam perkara pidana khususnya, hakim 
sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memegang 2 (dua) dasar dalam 
beracara yakni Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman (selanjutnya disebut dengan UU Kekuasaan Kehakiman) dan 
KUHAP. Kemudian puncaknya adalah terdapat dalam putusan yang dibuat oleh 
hakim. Putusan pengadilan merupakan suatu bagian dari proses penegakan 
hukum yang bertujuan antara lain untuk mencapai kebenaran dan keadilan. 
Putusan pengadilan merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada 
hal-hal yang relevan secara yuridis yang muncul secara sah di dalam 
persidangan. 
Kualitas putusan pengadilan berkorelasi dengan profesionalisme, 
kecerdasan, moral dan kepekaan nurani hakim. Hal tersebut tentunya 
berkorelasi terhadap keberadaan putusan diluar dari surat dakwaan dalam 
hukum pidana Indonesia78 Hakim masih memiliki dasar lain disamping surat 
dakwaan. Hal ini juga sejalan dengan sistem pembuktian yang dianut dalam 
hukum acara pidana di Indonesia. Hukum acra pidana Indonesia menganut 
sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative (Negative 
Wettelijke Bewijs Theorie). Sietem pembuktian menurut undang-undang 
secara negative ini pada hakikatnya terletak diantara dua sistem yang 
berhadap-hadapan, yaitu sistem pembuktian conviction time,79 artinya 
hakimlah yang hanya boleh menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak 
pidana yang telah didakwakan apabila ia yakin dan keyakinannya tersebut 
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didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah dan keyakinannya tersebut 
didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang 
telah ditentukan secara limitative dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. 
Hakim pada dasarnya dalam proses pemeriksaan dan penjatuhan 
putusan dalam persidangan haruslah berdasarkan surat dakwaan sebagaimana 
yang diatur dalam Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHAP, yaitu : 
Pasal 182 ayat 3 KUHAP : 
“Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil 
keputusan dan apabila perlu musyawarah itu, diadakan setelah terdakwa, saksi, 
penasehat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang”80 
Pasal 182 ayat 4 KUHAP : 
“ Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan surat dakwaan dan 
segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”81 
Namun terkadang dalam prakteknya masih banyak terjadi kecerobohan 
pada jaksa dalam membuat surat dakwaan. Misalnya dalam hal perkara Budi 
Larasanto alias Budi Ambon ini, jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan 
kumulatif, namun tindak pidana yang didakwakan ternyata dalam persidangan 
terbukti akan tetapi tidak ada satupun pasal yang didakwakan oleh jaksa 
penuntut umum. Dalam konteks seperti ini berdasarkan hukum tertulis 
sebagaimana yang termuat dalam KUHAP maka terdakwa haruslah diputus 
lepas karena pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan jaksa penuntut 
umum tidak terbukti menurut keyakinan majelis hakim. Sebagaimana yang 
telah diatur dalam Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP, yaitu : 
“ (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil dari pemeriksaan 
disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan 
kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka 
terdakwa diputus bebas. 
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(2)  Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan 
kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan 
suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala 
tuntutan hukum.”82   
Untuk itu dalam hal kesalahan terdakwa Budi Larasanto alias Budi 
Ambon atas tindak pidana yang dilakukan telah terbukti dalam sidang dimuka 
pengadilan namun terbukti untuk pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa 
penuntut umum, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 191 
KUHAP maka terdakwa haruslah diputus lepas dari segala tuntutan hukum. 
Sehingga dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang memperbolehkan 
hakim menyatakan bersalah terdakwa berdasarkan pasal yang tidak 
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ini berterntangan dengan tujuan dan 
fungsi dari surat dakwaan, serta batasan kewenangan hakim dalam memutus 
perkara harus berlandaskan pada surat dakwaan. 
Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Menurut 
Andi Hamzah ada 5 (lima) hal yang menjadi tanggung jawab dari seorang 
hakim, yaitu : 83 
a) Justisialis hukum 
 Yang dimaksud justisialis adalah mengadilkan. Jadi putusan hakim yang 
dalam prakteknya memperhitungkan kemanfaatan (doel matigheld) 
perlu diadilkan. Makna dari hukum (dezin van het recht) terletak dalam 
justisialisasi dari pada hukum. 
 
b) Penjiwaan hukum 
 Dalam berhukum (recht doen) tidak boleh merosot menjadi sesuatu 
adat yang hampa dan tidak berjiwa, melainkan harus senantiasa 
diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat 
 
      82  Pasal 191 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 





hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi 
putusan. 
 
c) Pengintegrasian hukum 
Hakim perlu senantiasa sadar bahwa hukum dengan kasus tertentu 
merupakan ungkapan hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan 
hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadilkan dan dijiwakan 
melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang 
berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. 
Perlu dijaga supaya putusan hakim dapat diintegrasikan dalam sistem 
hukum positif sehingga semua usaha berhukum senantiasa menuju ke 
pemulihan kepada posisi asli (restitution in integrum). 
 
d) Totalitas hukum  
 Maksudnya menempatkan hukum keputusan hakim dalam keseluruhan 
kenyataan. Hakim melihat dari segi hukum, dibawah ia melihat 
kenyataan ekonomis dan sosial sebaliknya diatas hakim melihat dari 
segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian. 
 
e) Personalisasi hukum  
Personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan kepada personal 
(kepribadian) dari pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu 
diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia 
sebagai pribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi 
hukum ini memuncaklah tanggung jawab hakim sebagai pengayom 
(pelindung) disini hakim dipanggil untuk bias memberikan pengayoman 
kepada manusia-manusia yang wajib dipandangnya sebagai 
kepribadian yang mencari keadilan. 
Pada dasarnya sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif 
(Negative Wettelijke Bewijs Theorie)  ada dua hal yang merupakan syarat untuk 




adanya alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang; Kedua, 
Negatif yaitu adanya keyakinan (nurani) dari hakim, sehingga berdasarkan 
bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan Terdakwa. Antara alat-alat bukti 
dengan keyakinan diharuskan adanya hubunhan kausal (sebab akibat). Hal 
secara-secara normatif dapat dilihat dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu : 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi 
dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”84 
Maka didalam pasal tersebut juga tidak mewajibkan hakim berpedoman 
secara mutlak terhadap apa yang ada didalam surat dakwaan, tetapi lebih 
menekankan kepada apa yang sebenarnya terjadi dan jenis tindak pidana apa 
yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Jadi surat dakwaan okeh hakim 
sudah seharusnya hanya digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan 
saja dalam membuat suatu putusn, sehingga nantinya diharapkan hakim lebih 
bebas untuk menentukan hasil putusan yang akan dibuat, tentunya dengan 
memperhatikan aspek tujuan hukum. Seperti yang Penulis maksud adalah di 
dalam Perkara Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 
718/Pid.B/2014/Jkt.Tim yang dimana hakim menjatuhjan putusan meskipun 
dakwaan dari Penuntut Umum tidak terpenuhi. 
Dalam diri hakim telah diemban amanah agar peraturan-peraturan 
perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib 
berpihak pada keadilan (moral justice) . Hukum yang baik adalah hukum yang 
sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law) yang 
tentunya mencerminkan nilai-nilai yang berlaku didalam masyarakat (social 
justice). Keadilan yang dimaksdukan disini bukanlah keadilan procedural, akan 
tetapi keadilan substantive, yang sesuai dengan hati nurani hakim.85 Ketika 
kemudian dalam Putusan Mahkamah Agung telah menjadikan putusan tersebut 
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sebagai Yurisprudensi maka akan terlihat dampak yang akan terjadi 
kedepannya, dimana keputusan-keputusan hakim itu akan mempunyai kekuatan 
hukum yang berlaku pula untuk kejadian-kejadian yang sama dikemudian hari. 
Hakim yang melakukan tindakan sedemikian mungkin dapat dikatakan telah 
melakukan suatu tindakan yang lebih memberikan kemajuan yang terkadang 
keluar dari koridornya yakni tidak berdasar hanya pada undang-undang saja, 
kemudian melakukan tindakan contra legem 86. Meskipun demikian realitas yang 
telah terjadi, namun hakim tidak memiliki kebebasan yang terlalu bebas, tetapi 
merupakan kebebasan yang terikat (gebonded- vrijheid).  
Oleh karena itu, tugas hakim dianggaplah sebagai upaya melakukan 
penemuan hukum yang artinya adalah menyelaraskan undang-undang dengan 
tuntuan zaman. Menurut hemat penulis, dari anggapan aliran penemuan 
hukum, dapat diketahui pentingnya suatu putusan hakim untuk dipelajari 
disamping perundang-undangan . Hal ini terjadi karena dalam putusan putusan 
hakim terdapat makna hukum yang konkret yang diperlukan dalam hidup 
bermasyarakat yang tidak dijumpai dalam kaidah yang terdapat pada undang-
undang. 
B. Implikasi Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri No. 
718/Pid.B/2014/Jkt.Tim diluar Surat Dakwaan dalam Tindak Pidana 
Pencurian dengan Kekerasan Yang mengakibatkan Kematian   
 
1. Hakim menjatuhkan putusan dengan Pasal sejenis tapi tidak 
didakwakan bertentangan dengan Pasal 182 Ayat 4 KUHAP  
 
Indonesia menganut sistem Civil law system yang merupakan suatu 
sistem hukum yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
dianut dari sistem hukum Negara Belanda. Hal tersbut yang kemudian 
terjadi karena adanya Asas Konkordasi yang berarti bahwa ketentuan 
perundang-undangan negara penjajah berlaku pula di Negara yang 
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dijajahnya. Dalam Civil Law System hal yang paling diutamakan adalah 
ketentuan yang terdapat didalam undang-undang. Fungsi dari peraturan 
perundang-undangan dpat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu : 87 
1. Fungsi Internal, adalah fungsi pengaturan perundang-undangan 
sebagai sub sistem hukum (hukum perundang-undangan) terhadap 
sistem kaidah hukum pada umumnya secara internal, peraturan 
perundang-undangan menjalankan fungsi penciptaan hukum, 
peraturan hukum, fungsi pembaharuan hukum, fungsi integrase 
pluralism hukum, fungsi kepastian hukum. 
2. Fungsi Eksternal, adalah ketertarikan peraturan perundang-undangan 
dengan tempat berlakunya undang-undang tersebut. Fungsi eksternal 
ini dapat disebut sebagai fungsi social hukum, yang meliputi fungsi 
perubahan fungsi stabilasasi, fungsi kemudahan. Dalam hal ini, fungsi 
ini juga dpat berlaku pada hukum-hukum kebiasaan, hukum adat, atau 
hukum yurisprudensi. Bagi Indonesia, fungsi sosial ini akan lebih 
diperankan oleh peraturan perundang-undangan 
 
  Secara umum peraturan perundang-undangan telah memiliki fungsi 
yang utama yaitu mengatur sesuatu substansi untuk memcahkan suatu 
masalah yang ada dalam masyarakat. Maka dalam hal ini dapat diartikan 
bahwa peraturan perundang-undangan adalah sebagai suatu instrumen 
kebijakan apapun bentuknya, baik bentuknya berupa penetapan, 
pengesahan, pencabutan, maupun perubahan. Kepastian hukum hanya 
dapat diwujudkan jika tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur 
dengan peraturan tertulis. Dengan tujuan hukum itu dan berdasar sistem 
hukum yang telah dianut, hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum 
yang mempunyai kekuatan hukum mengikat umum. Hakim hanya berfungsi 
“menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas 
 





wewenangnya”. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya 
mengikat pada para pihak yang berperkara saja (Doktrins Res Ajudicata). 88 
Suatu perbuatan yang termasuktindak pidana yang dilakukan oleh 
seseorang, baru bisa dipidana ketika ada undang-undang atau hukum tertulis 
yang mengaturnya  terlebih dahulu. Berbeda dengan sistim hukum anglo 
saxon atau common law yang mengunakan supremasi hukum berasal dari 
hakim dengan menggali dalam suatu pengadilan, maka sistim hukum Eropa 
Kontinetal atau civil law ini kental dengan unsur kepastian hukum.89 
Kepastian hukum seharusnya ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap 
individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang boleh dilakukan 
dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang sehingga mereka dilindungi 
dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah.90 
Kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan yustiabel terhadap 
tindakan sewenang-wenang, bahwa seseorang akan dapat memperoleh 
suatu yang diaharapkan dalam keadaan tertentu.91  
 Menurut Purwoto S. Gandasubrata, terdapat tiga hal yang menjadi 
pedoman bagi hakim dalam menghadapi suatu perkara, yaitu: 
1. Dalam suatu perkara hukum atau undang-undangnya jelas, 
hakim hanya menerapkan hukumnya atau dalam hal ini 
hakim bertindak sebagai pemacu dalam undang-undang (la 
bouche de la loi ) 
2. Dalam suatu perkara yang hukum atau undanh-undangnya 
tidak atau belum jelas, maka hakim harus menafisrkan 
 
      88 R Abdoel Djalali, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali, Bandung, 2005, Hlm. 69 
      89 Suwardi Sagama, Analisi Konsep Keadilan, Kepastan Hukum dan Kemanfaatann dalam 
Pengelolaaan Hutan, Jurnal Pemikiran Hukum Islam IAIN Samarinda, 2016, diakses dari 
(https://media.neliti.com/media/publications/57796-ID-analisis-konsep-keadilan-kepastianhukum.pdf), 
diakses pada 28 April 2020 
      90 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi), Kencana, Jakarta, 2008,  Hlm. 
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      91 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar Cetakan Kedua, Citra Aditya 




hukum atau undang-undang melalui cara-cara metode 
penafsiran yang berlaku dalam ilmu hukum. 
Dalam suatu perkara dimana terjadi pelanggaran atau penerapan 
hukummnya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, maka 
hakim akan menggunakan hak mengujinya berupa formale toetsinggreecht 
atau materieletoetsingrecht  yang biasanya dilakukan oleh judex juris 
terhadap perkara yang diputus oleh judex facti.92  
Sedangkan menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau 
pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam 
mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu 
sebagai berikut : 
1. Teori Keseimbangan, yang dimaksud dengan keseimbangan 
adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang telah ditentukan 
oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang 
tersangkut atau berkaitan dengan perkara. 
2. Teori pendekatan Seni dan Intuisi dalam penjatuhan putusan oleh 
hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai 
diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan 
dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku 
tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat 
keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggungat dan tergugat 
dalam perkara perdata, pihak Terdakwa atau Penuntut Umum 
dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim 
mempergunakann pendekataan seni, lebih ditentukan oleh 
instink atau instiusi dari pada pengetahuan dari hakim. 
 
      92 Pendapat dikemukan oleh H.R. Purwoto S. Gandasubrata, sebagaimana terdapat dalam Purwoto 
Wignjosumarto, Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum pada 
Era Reformasi dan Transformasi, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXI No. 251 Oktober 2006, 




3. Teori pendekatan Keilmuan yang bertitik tolak dari ilmu ini adalah 
pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan 
secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam 
kaitannya dengan putusan-putusan tedahulu dalam rangka 
menjamin konsisyensi dari putusan hakim. 
4. Teori Pendekatan Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal 
yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara 
yang dihadapinya sehari-hari. 
5. Teori Ratio Decidendi yang mana teori ini didasarkan pada 
landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala 
aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan 
kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan 
dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum 
dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus 
didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum 
dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. 
6. Teori Kepenuntut Umumman, yang mana aspek teori ini 
menekankan bahwa pemerintah, masyarkat, keluarga dan orang 
tua ikut bertanggung jawab berperan serta untuk membimbing, 
membina, mendidik dan melindungi Terdakwa agar kelak dapat 
menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan 
bangsanya.93 
 
Kewenangan Hakim dalam memutus suatu perkara telah diatur dalam 
ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang ini diberlakukan 
berlatar belakang atas pertimbangan bahwa kekuasaan kehakiman 
menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah 
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh 
sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna 
 




menegakkan hukum dan keadilan. Mengenai kemanadirian hakim, Pasal 3 
UU Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa hakim dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya berkewajiban menjaga kemandirian peradilan.94  
Kemandirian peradilan disini ialah maksudnya adalah bebas dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dalam menggali, mengikuti 
dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta 
bebas dari berbagai pengaruh dan berbagai kepentingan baik dari dalam 
maupun dari luar, termasuk kepentingan dirinya sendiri demi tegaknya 
suatu hukum dan keadilan. Maka dengan demikian dalam melaksanakan 
proses peradilan hakim berkewajiban untuk menggali,mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan rasa 
keadilan yang ada pada masyarakat. 
Terkait oleh kewenangan hakim dalam memutus perkara maka 
dibutuhkan pemahaman mengenai aliran hukum. Aliran positivism yang 
telah dikemukakan oleh HLA.Hart, ialah seorang tokoh aliran positivism 
hukum, memberikan pendapat bahwa hukum adalah suatu perintah yang 
datangnya dari manusia. Tidak adanya suatu hubungan yang berifat 
mutlak antara hukum dan kesusilaan, atau antara hukum yang berlaku 
(law asit is) dan hukum yang dicita-citakan (law as it ought to be). Analisis 
mengenai pengertian hukum (legal concept) adalah penyelidikan secara 
sejarah tentang sebab musabab hukum atau tentang sumber hukum.95 
Selain itu, dalam hal mempertimbangkan berat dan ringannya pidana 
hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari Terdakwa 
tersebut sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai 
dengan kesalahan.96 Tujuan akhir dari hukum adalah keadilan, oleh karena 
itu hukum harus diarahakn dengan prinsip keadilan. Pada akhirnya, hakim 
dalam isi putusan suatu perkara, selama hakim memegang 
 
      94 Pasal 3 UU Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  
      95 Soetikno, Filsafat Hukum Bagian I¸ PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, Hlm. 53 




independensinya, maka suatu putusan selalu dapat dipertanggung 
jawaban sehingga putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan 
pada masyarakat. Dalam hal ini keadiilan yang merupakan nilai yang tidak 
dapat nilai secara subyektif. Oleh karena itu menurut Soepomo, hakim 
dalam melaksanakan tugasnya menurut adat terikat dan bebas untuk 
meninjau secara mendalam apakah putusan-putusan yang diambil pada 
waktu yang lampau masih dapat dipertahankan berhubung adanya 
perubahan-perubahan didalam masyarakat disebabkan adannya 
pertumbuhan rasa keadilan yang baru dalam masyarakat.97  
Untuk itu Hakim dalam pemeriksaan dan penjatuhan putusan didalam 
persidangan haruslah berdasarkan surat dakwaan yang sebagaimana 
diatur dalam Pasal 182 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP, yaitu : 
Pasal 182 ayat 3 KUHAP  
 “Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil 
keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, 
saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang 
sidang.” 
 
Pasal 182 ayat 4 KUHAP  
 “Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan  
dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.” 
 
Namun dalam prakteknya masih saja sering terjadi kemungkinan 
adanya kecerobohan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat 
dakwaan. Misalnya dalam dalam hal jaksa penuntut umum mendakwakan 
dengan menggunakan dakwaan kumulatif seperti pada Putusan 
Pengadilan Negeri No. 718/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim, tindak pidana yang 
didakwakan dalam persidangan terbukti namun pasal yang didakwakan 
tidak ada satupun yang terbukti yang didakwakan oleh jaksa penuntut 
umum menurut keyakinan hakim. Dengan adanya putusan Mahkamah 
Agung yang memperbolehkan hakim menyatakan bersalah terhadap 
terdakwa berdasarkan Pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut 
umum ini telah bertentangan dengan tujuan dan fungsi dari surat 
 




dakwaan, serta batas kewenangan hakim dalam memutus perkara harus 
berlandaskan oleh surat dakwaan. 
 
Kebebasan hakim dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman 
dalam menyelesaikan sengketa perkara yang diperiksa, hakim bebas 
menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan 
yang telah berlaku, asal peraturan dan perundang-undangan yang 
bersangkutan tepat dan benar untuk diperlakukan terhadap kasus perkara 
yang diperiksa. Kebebasan hakim inilah dalam menafsirkan hukum tidak 
dibenarkan apabila penafsiran hukum tersebut diluar ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku serta dalam melaksanakan kewajiban 
profesinya dibatasi oleh aturan dan norma.98 
 
2. Hakim menjatuhkan putusan dengan Pasal sejenis tapi tidak 
didakwakan sesuai dengan Yurisprudensi 
 
Berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHAP dijelaskan bahwa putusan 
pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam siding 
pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas 
dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang ini.99 
Sedangkan menurut Sudikno, Putusan pengadilan adalah hukum sejak 
dijatuhkan sampai dilaksanakan. Sejak dijatuhkannya suatu putusan 
pengadilan hal ini berarti putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum 
tetap dan mengikat bagi para pihak yang berperkara. “Putusan hakim 
merupakan suatu pucak mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai 
keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasa hukum atau fakta 
 
      98 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 1, Pusaka 
Kartini, Jakarta, 1993, Hlm. 300 




secara mapan, mumpuni dan factual, serta visualisasi etika, mentalitas dan 
moralitas dari hakim yang telah bersangkutan”100 
Remington dan Ohlin mengemukakan bahwa criminal justice system, 
sistem peradilan pidana adalah pendekatan sistem terhadap mekanisme 
administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai  suatu sistem 
yang merupakan hasil dan interaksi antara peraturan perundang-undangan, 
praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku social. Selanjutnya, 
Mardjono memberikan batasan pengertian sistem peradilan pidana adalah 
suatu sistem dalam suatu masyrakat untuk menanggulangi masalah 
kejahatan. Menanggulangi disini diartikan sebagai mengendalikan 
kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi pada masyarakat.101 
Ketika belum jelasnya suatu perundang-undangan dalam mengatur suatu 
perbuatan, maka hakim dapat memberi putusan berdasarkan nilai-nilai 
kehidupan yang berlaku dimasyarakat umum dan sesuai dengan hati nurani 
yang ada dalam diri para hakim tersebut yang dapat disebut dengan 
Yurisprudensi . Dengan kata lain hakim memutus suatu kasus hukum pidana 
tersebut sesuai dengan hati nurani dan keilmuan yang dimiliki oleh hakim 
yang berwenang untuk memberikan suatu putusan. 
Berkaitan dengan Yurisprudensi, hal ini sesuai dengan bunyi pada Pasal 
5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman (selanjutnya disebut dengan UU Kekuasaan Kehakiman), yang 
berbunyi : 
“hakim dan hakim konstitunsi wajib menggali, mengikuti, dan memahami  
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”102 
 
Selanjutnya mengingat adanya aturan hukum yang diatur dalam Pasal 
10 ayat 1 UU Kekuasaaan Kehakiman yang berbunyi:  
 
      100 Lilik Mulyadi, Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung Mengenai 
Putusan Pemidanaan, Majalah Hukum Varia Pengadilan Tahun XXI No. 246 Mei 2006, IKAHI, Jakarta, 
Hlm. 129 
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“Pengadikan tidak boleh menolak untuk memeriksa,mengadili dan memutus 
suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang 
jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”103 
 
Maka mungkin saja langkah yang telah diambil oleh hakim dalam 
memutus kasus hukum pidana tersebut adalah menggunakan jalur 
Yurisprudensi atau dengan kata lain hakim telah melakukan penemuan 
hukum untuk memutus kasus hukum pidana tersebut. Menurut Purwoto 
S. Gandasubrata, terdapat tiga hal yang menjadi pedoman bagi hakim 
dalam menghadapi suatu perkara, yaitu: 
1. Dalam suatu perkara hukum atau undang-undangnya jelas, 
hakim hanya menerapkan hukumnya atau dalam hal ini 
hakim bertindak sebagai pemacu dalam undang-undang (la 
bouche de la loi ) 
2. Dalam suatu perkara yang hukum atau undanh-undangnya 
tidak atau belum jelas, maka hakim harus menafisrkan 
hukum atau undang-undang melalui cara-cara metode 
penafsiran yang berlaku dalam ilmu hukum. 
3. Dalam suatu perkara dimana terjadi pelanggaran atau 
penerapan hukummnya bertentangan dengan undang-
undang yang berlaku, maka hakim akan menggunakan hak 
mengujinya berupa formale toetsinggreecht atau 
materieletoetsingrecht  yang biasanya dilakukan oleh judex 
juris terhadap perkara yang diputus oleh judex facti.104 
 
Menurut Hans Kelsen, penerapan hukum harus dengan pendekatan 
metode normative-yuridis yang bersih dari anasir non-yuridis seperti 
sosiologis,politis, historis, dan etika. Peraturan hukum selalu merupakan 
 
      103 Pasal 10 ayat 1 UU Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
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hukum positif (tertulis).105 Menurut Hans Kelsen pun, hukum harus 
berdasarkan cirinya yang adalah suatu tatanan yang memaksa. Semua 
tatanan spasial mempunyai sanksi, dan sanksi tidak hanya berupa 
hukuman (punishment), tetapi dapat juga berupa ganjaran. Salah satu 
ciri yang menonjol pada teori Kelsen adalah bahwa setiap hukum harus 
mempunyai alat pemaksa, agar dapat terasa ketentraman dalam batin 
masyarakat.106 
Faktanya masih terjadi inkonistensi putusan pengadilan khususnya 
putusan Mahkamah Agung diluar dakwaan Penuntut Umum membutuhkan 
unifikasi atau pedoman penyeragaman bagi hakim untuk menjatuhkan 
putusan yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh isi dakwaan 
penuntut umum. Terkait dengan kebutuhan pedoman tersebut, putusan-
putusan Mahkamah Agung dapat dijadikan Yurisprudensi, khususnya 
putusan-putusan yang mengacu pada materi surat dakwaan. Yurisprudensi 
atau putusan pengadilan merupakan produk yudisil yang berisi kaidah atau 
peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan atau 
terhukum. Lie Oen Hock menyebut Yurisprudensi sebgai “hukum hakim”, 
hukum yang diciptakan oleh hakim dalam menjalankan tugasnya melakukan 
peradilan. Yurisprudensi tertutama putusan Mahkamah Agung merupakan 
sumber hukum karena dalam praktik pengadilan, hakim akan sangat 
memperhatikan putusan-putusan hakim  terdahulu berhubung dengan 
kemungkinan pemeriksaan kasasi yang akan membatalkan putusan putusan 
pengadilan yang dibawahnya apabila menyimpang dari yang pernah 
diputuskan oleh Mahkamah Agung selaku hakim kasasi untunk kasus serupa. 
Menurut Ahli Lien Oen Hock menegaskan bahwa meskipun hukum 
di Indonesia tidak berlaku atas ketertarikan hakim pada putusan-putusan 
hukum yang sebelum itu diberikan oleh pengadilan-pengadilan yang 
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sederajat atau lebih tinggi (stare decisis et quita non movere), namun 
pengadilan dalam praktik di Indonesia terikat pada putusan-putusan hukum 
yang telah diberikan terlebih dahulu oleh pengadilan yang lebih tinggi.107 
 
Saat ini bagi para hakim, putusan Mahkamah Agung dapat menjadi 
pedoman dalam memeriksa dan mengadili perkara yang sama dan yang akan 
diajukan kepadanya, dengan perkara yang telah mendapat putusan oleh 
Mahkamah Agung. Oleh karena itu sudah mulai banyak putusan yang 
mengikuti putusan yang telah dibuat oleh hakim terdahulu. Untuk itu jika 
dikaitkan dengan sumber hukum, maka yurisprudensi  merupakan bagian 
dari sumber hukum formil di Indonesia. Jadi dapat dikatakan bahwa 
meskipun Indonesia merupakan bagian dari negara dengan ciri civil law 
system, bukan berarti menjadi halangan ketika ada hakim yang 
menggunakan yurisprudensi sebagai landasan dalam memberikan putusan, 
meskipun tidak ada keterikatan dengan yurisprudensi atau putusan hakim 
terdahulu. Makah al ini dikarenakan bahwa hukum pidana Indonesua tidak 
menganut sistem precedent, yakni suatu sistem yang telah menganggap 
bahwa para hakim saat ini terikat dengan putusan-putusan hakim yang 
terdahulu, dalam perkara yang sama, sebagaimana halnya menurut sistem 
hukum Anglo- Saxon atau Common Law System.108 
Asas lex specialis derogate lex generalis  yang berarti hukum yang 
bersifat khusus dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Asas 
ini pun merupakan dasar bagi Maejlis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur 
dalam menjatuhkan putusan diluar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
dengan mengacu pada Yurisprudensi Putusan MA No. 675/Pid/1987, tanggal 
21-03-1989 dan Yurisprudensi Putusan MA No. 693K/PID/1986 tanggal 12 
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Juli 1986 sebagai hukum yang bersifat khusus dan mengesampingkan Pasal 
191 (1) KUHAP sebagai hukum yang bersifat umum.109 
Adanya Yurisprudensi MA yang bersifat khusus karena memang 
memiliki kekhususan yaitu bahwa penjatuhan putusan diluar dakwaan hanya 
pada delik sejenis dan hukumannya ancamannya lebih ringan dari delik yang 
termuat dalam surat dakwaan. Syarat lainnya dalam menjatuhkan putusan 
diluar dari surat dakwaan selain harus delik sejunis yang lebuh rendah 
ancaman hukumannya adalah harus juga dalam pemeriksaan sidang 
pengadian unsur-unsur delik yang bersalahkan kepada Terdakwa dapat 
dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Apabila ditinjau dari apa yang 
menjadi dasar dipergunakannya asas lex specialis derogate lex generalis, 
maka Penulis kembali kepada pembahasan awal berdasrkan filosofis bahwa 
tujuan dari hukum yang paling esensial adalah keadilan serta kemanusiaan. 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kedua hal ini tidak dapat 
diwujudkan apabila Majelis Hakim hanya berpedoman pada Pasal 191 ayat 
(1) KUHAP (hukum yang bersifat umum). 
Majelis Hakim diharapkan untuk lebih bijak dalam menemukan 
sumber bahan lain yang mampou memberikan keadilan bagi masyarakat dan 
sumber itu ditemukan dalam yurisprudensi salah satunya adalah 
Yurisprudensi Putusan MA No. 675K/Pid/1987, tanggal 21-03-1989 dan 
Yurisprudensi Putusan MA No. 693K/PID/1986 tanggal 12 Juli 1986. Perlu 
dicatat bahwa ketika hakim dalam menjatuhkan putusan dihadapkan pada 
permasalahan kepentingan, keadilan atau kepastian hukum, maka hakim 
harus mengiutamakan keadilan walaupun harus mengorbankan kepastian 
hukum. Bahwa yurisprudensi MA No. 675K/Pid/1987 tanggal 21-03-1989 dan 
yurisprudensi Putusan MA No. 693K/PID/1986 tanggal 12 Juli 1986 sebagai 
salah satu sumber peraturan hukum harus ditemukan esensi yang 
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terkadandung didalam isinya dengan meninjau kepada asas-asas hukum, 
baik asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 
1945, Hukum Pidana dan terutama Hukum Acara Pidana, kerena 
yurisprudensi tersebut mengatur tentang dapat dijatuhkannya putusan diluar 
dari surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Adapun isi 
dari yurisprudensi tersebut, ialah : 
1) Putusan Mahkamah Agung Nomor.675K/Pid/1987 tanggal 21-03-
1989 yang pada intinya menyatakan bahwa Jika yang terbukti 
adalah delict  sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delict  sejenis 
yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka meskipun delict  
yang lebih ringan tersebut tidak didakwakan, maka terdakwa 
dapat dipersalahkan dipidana atas dasar melakukan delict  yang 
lebih ringan tersebut. 
2) Putusan Mahkamah Agung Nomor.693K/PID/1986 tanggal 12 Juli 
1986 yang pada intinya menyatakan bahwa dalam dakwaan 
pencurian dengan pemberat (Gekwalificeerde Diefstal), dengan 
sendirinya pencurian yang lebih ringan termasuk didalamnya. 
 
Maka dapat disimpulkan isi dari yurisprudensi MA tersebut memiliki 
korelasi yang kuat seta searah dengan tujuan dari hukum dan asas pokok 
hukum acara pidana dengan logika penjabaran sebagai berikut : Bahwa 
dikeluarkannya yurisprudensi  MA No. 675K/Pid/1987, tanggal 21-03-1989 
dan yurisprudensi MA No. 693K/PID/1986 tanggal 12 Juli 1986 akan lebih 
memudahkan pengadilan dalam melaksanakan pemeriksaan secara cepat, 
sederhana dan biaya ringan dengan tetap menjunjung tinggi kradilan serta 
kemanusiaan. Yaitu apabila didalam proses pemeriksaan dalam persidangan 
unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan ada yang tidak terbukti secara 
sah dan menyakinkan maka terdakwa harus diputus bebas (Pasal 191 ayat 
(1) KUHAP). Hakim pada dasarnya dalam menjatuhkan putusan tidak boleh 
melebihi dari apa yang dimuat dalam surat dakwaan sebagainya dasar untuk 




sebagaimana yang telah disebutkan maka dapt diketahui bahwa hakim 
ternyata bisa menyatakan bersalah berdasarkan pasal yang tidak 
didakwakan, dengan ketentuan bahwa pasal yang terbukti dalam 
persidangan merupakan pasal yang masih deliknya sejenis yang sifatnya 
lebih ringan walaupun tidak dicantumkan didalam surat dakwaan.  
Melalui yurisprudensi ini, maka Mahkamah Agung berusaha untuk 
menjalankan fungsi pengawasan tertinggi yang dimilikinya dalam rangka 
mewujudkan terciptanya keseragaman penerapan hukum. Putusan 
Mahkamah Agung baik bersifat penafsiran atau suatu ketentuan peraturan 
perundang-undangan, maupun yang merupakan penciptaan hukum yang 
baru, sangatlah berpengaruh bagi jalannya peradilan di Indonesia.110 Karena 
Putusan Mahkamah Agung, meski hakihatnya bukanlah suatu “precedent”, 
tetapi pada umumnya akan selalu menjadi panutan bagi pengadilan-
pengadilan bawahannya.111 Dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Hakim 
dalam memutus perkara cenderung mengikuti ajaran interresen-jurisprudenz 
112 dan Idealisme yuridis baru dimana kedua ajaran ini merupakan dasar 
panduan dalam menegakkan hukum progresif.113 Dalam kedua ajaran 
tersebut mengandung pemahaman bahwa pelaksanaan hukum yang berupa 
undang-undang tidak boleh mengikat secara mutlak seolah-lah manusia ada 
untuk hukum, padahal hukum diciptakan oleh manusia untuk kepentingan 
manusia itu sendiri. Untuk itu dalam hal kedua ajaran tersebut juga terkadang 
persyaratan bahwa hakim wajib melaksanakan undang-undang secara cerdas 
dan bijaksana sehingga tujuandasar dari hukum dapat diwujudkan yaitu 
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untuk memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak 
manusia, serta mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. 
3. Tindakan Hakim memutus terdakwa bersalah berdasarkan Pasal 
sejenis tapi tidak didakwakan sesuai dengan Tujuan Hukum Acara 
Pidana untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. 
 
Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan 
kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam 
memahami makna dan konsep hukum.114 W.L.G Lemaire memberikan 
pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi 
keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-
undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu 
penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, 
bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang 
menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu 
atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk 
melakukan sesuatu) dan dalam keadaaan-keadaan bagaimana yang dapat 
dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.115 
Sebagaimana manusia yang hidup dalam bermasyarakat, kita tidak 
pernah lepas dari suatu permasalahan-permasalahan dalam kehidupan. 
Untuk itu dengan adanya perkembangan dari masyarakat Indonesia sekarang 
ini, hukum di Indonesia juga dituntut untuk lebih maju. Hal ini bertujuan 
untuk menjaga keseimbangan antara manusia dengan peraturan-peraturan 
yang telah mengatur tingkah laku mereka. Dalam kehidupan manusia tidak 
bisa lepas dari dengan adanya suatu peraturan yang dinamakan hukum. 
Untuk menegakkan suatu hukum perlu adanya aturan yang harus ditegakkan, 
dimana dalam aturan ini perlu adanya aturan yang harus ditegakkan, dimana 
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dalam aturan inilah perlu adanya suatu lembaga yang dapat menentukan 
benar tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh manusia. 
Di Indonesia lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengurusi 
masalah ini disebut lembaga peradilan, dimana didalamnya terdapat apparat-
aparat yang melaksanakan kewenangan tersebut. Salah satu aparat yang 
sanagat berpengaruh dalam memutus benar tidaknya perbuatan yang 
dilakukan oleh seseorang ialah Hakim. Hakim dalam menjatuhkan pidana 
harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian 
hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan, 
ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada hukum acara 
pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. 
Bahwa sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana 
adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan 
tujuan antara artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib 
hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, 
tenteram, damai, adil dan sejahtera. Hakim sebagai penegak hukum dan 
keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum 
yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari 
nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu, harus terjun 
ketengahtegah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu 
menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan 
hukum dan rasa keadilan masyarakat.116 
Dalam memutus suatu putusan yang diluar dari surat dakwaan adanya 
dasar hukum yang digunakan oleh Hakim. Untuk itu hakim dapat disebut 
sebagai pembentuk hukum semu atau quasi legislator, karena undang-undang 
seringkali banyak yang kita jumpai terdapat kekaburan norma, bersifat umum, 
dan abstrak, maka hakim akan mencari hukum atau melakukan suatu 
penemuan hukum. Menurut Sumaryati Hartono yang menyatakan bahwa 
 




pengadilan tidak hanya corong atau terompet undang-undang dan peraturan-
peraturan pemerintah belaka, tetapi pengadilan ikut dalam membentuk hukum 
baru, sekalipun dibatasi oleh cara-cara penafsiran yang digunakan olehnya.117 
Dengan demikian dikatakan semu karena pembentukkan hukum oleh hakim 
tidak sebagaimana proses pembentukkan formal (hukum positif) yang 
sebagaimana dilakukan oleg legislator.118 Hakim berfungsi sebagaimana 
legislator semu yang maksudnya produk hukum yang dihasilkan oleh hakim 
hanya berlaku dan mengikat para pihak yang secara eksplisit disebutkan dalam 
putusan tersebut dan tidak mengikat secara umum. Namun jika putusan 
tersebutlah menjadi acuan atau diikuti oleh hakim-hakim lain secara konstan 
dan sudah menjadi keyakinan hukum secara umum, maka terbentuklah 
jurisprudentie.119 
Seperti yang diketahui dengan kata lain Hukum Acara Pidana meliputi 
aturan-aturan yang menetapkan bagaimana negara dengan perantara alat-alat 
perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan suatu pidana. 
Hukum Acara Pidana ini merupakan aturan-aturan yang menjadi dasar bagi 
penegak hukum untuk melaksanakan Hukum Pidana Materiil.120 Tujuan dari 
Hukum Acara Pidana sendiripun adalah guna mencari dan mendapatkan atau 
setidak-tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang 
selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan 
ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk 
mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu 
pelanggaran hukum, dan selanjutnya memintakan pemeriksaan dan putusan 
dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana 
telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.121 
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Dalam hal mencari kebenaran yang sebenar-benarnya dimaksud kebenaran 
disini adalah kebenaran materil.Hal ini untuk menjamin tegaknya suatu 
keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum bagi seseorang.122 Jika dikaitkan 
pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor.718/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim hakim 
dalam membuat yurisprudensi terkait mendakwakan pasal sejenis yang tidak 
ada dalam surat dakwaan diperbolehkan jika mengacu pada tujuan hukum 
acara pidana yang dimana untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya 
atau kebenaran materil. Berdasarkan tujuan dari hukum acara pidana itu 
sendiri, menurut hemat penulis dapat diketahui bahwa terdakwa yang telah 
dinyatakan bersalah atau yang telah terbukti bersalah dalam persidangan tidak 
boleh serta merta untuk dibebaskan, karena terdakwa telah melakukan suatu 
perbuatan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dalam 
hukum pidana. Sehingga tidak sepatutnya jika terdakwa dinyatakan bebas 
yang pada kenyataanya bahwa terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak 
pidana, meskipun tindak pidana itu tidak didakwakan di dalam surat dakwaan 
oleh jaksa penuntut umum. 
4. Analisis Implikasi Yuridis Putusan diluar surat Dakwaan dalam 
Putusan Pengadilan Negeri No. 718/Pid.B/2014/Jkt.Tim.  
Lembaga peradilan merupakan suatu penjelmaan dari kekuasaan 
yudikatif (kekuasaan kehakiman) yaitu kekuasaan yang telah diberikan oleh 
UUD 1945 untuk menjalankan proses penegakkan hukum dan keadilan yang 
bebas dan merdeka (the independent of judiciary)123. Independensi 
peradilan mengandung pengertian bahwa Hakim dan semua perangkat 
peradilan bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik 
kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun kekuatan ekstra yudisial lainnya 
dalam masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pers 
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maupun para pihak yang berperkara.124 Proses peradilan pidana dimulai 
sejak adanya penyelidikan sampai dengan pembacaan putusan oleh Hakim, 
yang sebagaimana telah diatur didalam KUHAP. Pada saat pemeriksaan di 
Pengadilan, terdapat proses pembacaan surat dakwaan yang dibuat oleh 
Penuntut Umum dihadapan majelis hakim dan terdakwa beserta penasihat 
hukumnya. Surat dakwaan ini didasarkan pada pemeriksaan pendahuluan, 
pada saat penyidikan yang bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan 
bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 
KUHAP) dan penyelidikan yang bertujuan untuk mencari dan menemukan 
suatu peristiwa yang telah diduga sebagai tindak pidana guna menentukan 
dapat atau tidaknya dilakukan suatu penyidikan (Pasal 1 angka 5 KUHAP) 
dan kemudian Jaksa membuat surat dakwaan yang telah didasarkan pada 
berita acara yang dibuat oleh penyidik dan penyelidik, yang kemudian surat 
dakwaan ini menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dan menjadi pedoman 
bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya. 
Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum 
adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti hanyalah semata-mata 
penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.125 Hakim yang 
menganut positivisme hukum sejalan dengan pengutamaan kepastian 
hukum, yang beranggapan bahwa apabila hakim telah diberikan wewenang 
menafsirkan undang-undang atau menemukan hukum, maka kepastian 
hukum akan terganggu. 126 Dalam mewujudkan dan memenuhi adanya rasa 
keadilan dalam masyarakat, pengadilan melalui hakim yang mengadili dan 
memutus suatu perkara dituntut untuk lebih jeli terhadap semua 
permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Tetapi untuk mewujudkan 
dan memenuhi rasa keadilan tersebut, hakim sering dihadapkan dengan 
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berbagai problema yang dilematis karena kuhum positif yang ada sekarang 
adakalanya belum mampu untuk mengimbangi dalam upaya penyelesaian 
suatu perkara karena adanya berbagai perkembangan kondisi yang cepat 
dalam penyelesaiannya. 
Namun, pada kenyataanya pembuat undang-undang hanya 
menetapkan peraturan umum saja dan pertimbangan tentang hal-hal 
konkret terpaksa diserahkan kepada hakim.127 Ketentuan pada undang-
undang yang berlaku secara umum dan bersifat abstrak, tidak dapat 
diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa konkret, oleh karena 
itu ketentuan undang-undang harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan 
dan disesuaikan dengan peristiwanya itu. Maka peristiwa hukumnya itu 
haruslah dicari terlebih dahulu dari peristiwa konkretnya, kemudian undang-
undangnya ditafsirkan untuk dapat diterapkan.128  
Hakim progresif adalah hakim yang menganut pada aliran hukum 
progresif. Kata progresif berarti adalah kemajuan. Jadi disini nantinya 
diharapkan hukum itu hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, 
dan mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar didalamnya, 
serta mampu melayani masyarakat dengan menyandar pada aspek 
moralitas dan sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.129 
Progressifitas hakim ini juga didukung oleh keberadaan Pasal 182 ayat (4) 
KUHAP yang menyatakan bahwa hakim dalam membuat suatu putusan 
didasarkan atas 2 hal yaitu surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti 
dalam pemeriksaan disidang pengadilan. Untuk itu hakim tidak boleh 
menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah. Ia sudah memperoleh keyakinan bahwa 
suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah 
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melakukannya.130 Maka hal ini sejalan dengan sistem pembuktian yang 
dianut oleh Indonesia. Dimana Indonesia menganut sistem pembuktian 
menurut undang-undang secara sisi negatif, yang mana didalamnya 
disyaratkan adanya keyakinan hakim untuk menentukan apakah terdakwa 
bersalah ataukah tidak. Dalam sistem pembuktian ini alat-alat bukti diatur 
secara tegas oleh udang-undang, demikian juga dengan mekanisme 
pembuktian yang ditempuh. Ketika alat-alat bukti telah mendukung 
benarnya dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa maka haruslah 
timbul keyakinan pada diri hakim akan kebenaran dari alat-alat bukti 
tersebut. Jika alat-alat bukti telah mendukung kebenaran terdakwa bersalah 
namun belum timbul keyakinan pada diri hakim maka pidana tidak dapat 
dijatuhkan. Hal ini menunjukkan adanya kemandirian, atau kebabasan 
hakim menjatuhkan putusan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 
718/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim jika dianalisis lebih lanjut, sebenarnya hakim 
dalam posisi ini sedang menggunakan sebuah penemuan hukum. Menurut 
Achmad Ali, ada 2 (dua) teori penemuan hukum yang dapat dilakukan oleh 
hakim dalam praktik peradilan, yaitu melalui metode interpretasi atau 
penafsiran dan melalui metode konstruksi.131 
Interpretasi adalah upaya menafsirkan perkataan perundang-
undangan dengan meyakini bahwa arti yang ditafsirkan itu memang berasal 
dari pembuat undang-undang. Untuk itu hakim dalam hal ini masih tetap 
berpegang pada bunyi kata-kata dalam perundang-undangan. Sedangkan 
konstruksi hukum adalah suatu upaya untuk menggunakan penalaran logis 
untuk mengembangkan lebih lanjut suatu ketentuan undang-undang yang 
dimana tidak berpegang lagi pada bunyi peraturannya, tetapi dengan syarat 
tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem. 
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Namun, hal yang menjadi fokus dilakukan oleh hakim disini adalah 
tentang metode penemuan hukum dengan menggunakan interpretasi 
(penafsiran).  Jika dapat disimpulkan dari Putusan Pengadilan Negeri 
Nomor. 718/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim tentunya bukan menjadi suatu larangan 
ketika terdakwa diputus menggunakan pasal yang sejenis yang memiliki 
sifat ancaman pidana yang lebih ringan. Namun akan terjadi suatu 
permasalahan dikemudian hari jika ternyata diketemukan fakta yang 
terbukti di persidangan bahwa terdakwa memenuhi pasal sejenis yang 
memiliki ancaman pidana yang lebih berat dari pada dakwaan jaksa 
penuntut umum. Hal ini merupakan tugas bersama bagi para aparat 
penegak hukum, juris, beserta akademisi untuk kembali menelaah dan 
menganalisinya.  
Berdasarkan pernyataan yang diatas, maka diharapkan nantinya 
putusan yang digunakan sebagai yurisprudensi dapat menghasilkan suatu 
hal yang bermanfaat untuk perbaikkan hukum kedepannya, yakni dapat 
membentuk : 132 
1. Kesamaan Hukum dan kesatuan hukum (derechtsgeleijkheid en 
rechteenheid). Dasar kesamaan (yang menjadi dasar bagi stelsel 
hukum masa kini secara keseluruhan) menuntut bahwa kejadian 
yang sama diputuskan dengan cara yang sama. Apabila setiap 
pengadilan masing-masing dengan semau-maunya membuat 
sendiri hukum-hukumnya, maka kesamaan hukum dan kesatuan 
hukum akan hilang; 
2. Kepastian hukum. Apabila para hakim memegang teguh 
putusan-putusan terdahulu (yang disebut yurisprudensi 
konstan), maka keputusan mereka akan lebih diramalkan. Hal ini 
sudah sewajarnya merupakan suatu kepentingan masyarakat 
yang besar. Para peserta dalam lalu lintas hukum akan dapat 
 





lebih menyesuaikan tindakannya dengan kebijaksanaan hakim 
dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Maka dengan 
demikian, putusan hakim bekerja saecara normatif, para hakim 
tidak hanya memutuskan perkara yang satu ini, melainkan 
mereka turut juga membantu dalam pembentukkan hukum. 
Yurisprudensi (secara keseluruhan putusan hakim) merupakan 
sumber aturan hukum. Bambang Purnomo mengatakan bahwa 
hakim-hakim di Belanda mengikuti putusan-putusan terdahulu 
(vaste jurisprudentie), sehingga berjalan mendekati kearah 
seperti sistem precedent di dalam Anglo-Saxon.133 
 
Hakim yang mealakukan tindakan seperti itu dapat diakatakan telah 
melakukan suatu tindakan yang progresif dengan keluar dari tawanan 
undang-undang dengan melakukan tindakan contra legem. Meskipun 
demikian realitas yang akan terjadi, namun hakim dalam menjalankan 
kebebasannya dalam melakukan penafsiran dan trobosan hukum tidak 
berarti serta merta untuk bebas sebebas-bebasnya, akan tetapi dapat 
merupakan suatu kebebasan yang terikat (gebonded-vrijheid’). Oleh 
karena itu, tugas hakim dianggap sebagai upaya untuk melakukan 
rechtvinding134 yang artinya adalah menyelaraskan undang-undang 
dengan tuntutan zaman. Dari anggapan aliran rechtvinding maka dapat 
diketahui betapa pentingnya putusan pengadilan/hakim untuk dipelajari 
disamping perundang-undangan. Hal ini terjadi karena dalam putusan 
pengadilan/hakim terdapat makna hukum yang konkret dan diperlukan 
pada hidup bermasyarakat yang tidak dijumpai dalam kaidah yang 
terdapat pada undang-undang.  
 
      133 Pontang Moerad, Op.Cit, Hlm. 236 
      134 Aliran rechtvinding dapat dianggap sebagai aliran tengah diantara aliran Legisme dan Freie 
Rechtbewegung. Dalam pandangan aliran ini, benar bahwa hakim terikat kepada undang-undang, tetapi 
keterikatannya tersebut tidak seketat seperti menurut pandangan aliran Legisme; karena hakim juga 
mempunyai kebebasan. Walaupun kebebasan hakim tidak seperti anggapan aliran Freie Rechtbewegung, 
tetapi dalam melaksanakan tugasnya hakim mempunyai apa yang disebut kebebasan yang terikat 




Menurut pendapat dari penulis bahwa sudah jelas terkait apa yang sudah 
diamanatkan Kekuasaaan Kehakiman dalam menjalankan kekuasaanya dalam 
menyelenggarakan peradilan haruslah memiliki sifat merdeka dan mandiri. Artinya disini 
ialah terlepas dari pengaruh kekuasaan baik internal (struktur pada lembaga yudikatif 
itu sendiri) ataupun pengaruh dari eksternal (eksekutif legislatif).  
KUHAP merupakan induk dari suatu pedoman dalam tahapan proses beracara 
dalam peradilan pidana. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman maka Kekuasaan 
Mahkamah Agung (dan lain-lain Badan Kehakiman) baik dibidang ideologi, politik, 
peradilan, social, maupun administrasi kekuasaan kehakiman.135 Jika dilihat secara teliti 
maka terlihat adanya beberapa perbedaan didalam KUHAP masih mengkomodir 
adanyas suatu pertimbangan hakim jika pada proses pemeriksaan dipersidangan yang 
ternyata terdakwa terbukti melanggar ketentuan pidana pasal pidana lain yang tidak 
didakwakan. Kemudian hal inilah yang membuat Hakim memutus diluar dari apa yang 
telah didakwakan oleh Jaksa pPenuntut Umum terutama yang betitik tolak belakang 
kepada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaaan Kehakiman yang hanya 
mengakamodir perbuatan yang didakwakan saja. Untuk itu sudah selayaknya ketika 
terjadi suatu disharmonisasi norma, sudah menjadi suatu tugas dari lembaga legislatf 
untuk meluruskannya kembali menjadi suatu kesatuan pandangan agar terjadi 
keseragaman dalam sebuah pemahaman norma.  
Dari Yurisprudensi yang sudah penulis paparkan tadi, apabila dikaitkan pada asas 
atau tujuan hukum yang secara umum adalah untuk memelihara kepentingan umum 
dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, serta mewujudkan keadilan dalam hidup 
bersama dalam dan tidak lupa dengan asas pokok dalam hukum acara pidana sendiri 
yaitu asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Seharusnya jika pemeriksaan 
pada tahap di pengadilan tidak terbukti maka menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP  ialah  
“ Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang kesalahan 
terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.” 
Jika untuk itu Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara hanya 
mengacu pada aturan KUHAP dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP tersebut tadi maka 
 
135 A. Mukti Arto, Konsepsi Ideal Mahkamah Agung Redefinisi Peran Dan Fungsi Mahkamah Agung Untuk 




terdakwa haruslah diputus bebas, yang dimana padahal telah diketahui dan telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak 
pidana walaupun tidak tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Apabila 
diputus bebas Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum tidak akan membiarkan 
terdakwa keluar dari tahanan, sebab itu Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum telah 
meninggalkan tugasnya yang sebagai apparat penegak hukum serta mengabaikan 
tujuan dari hukum acara pidana yang paling bersifat hakiki yaitu menemukan dimana 
kesalahan yang telah memenuhi syarat undang-undang pidana serta menjatuhkan 
putusan berupa sanksi pidana kepada pelaku. Bila secara logika telah diputus bebas 
maka Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan dakwaan baru kepada Pengadilan sesuai 
dengan kesalahan yang telah terbukti dalam persidangan sebelumnya yaitu delik yang 
sejenis yang lebih ringan ancaman hukumannya yang dimana hal ini dapat merugikan 
bagi semua pihak, dikatakan merugikan karena : 
a. Bagi terdakwa, secara otomatis masa penahannya akan diperpanjang hingga 
batas yang paling akhir, untuk menunggu persidangan ulangan. Sedangkan 
apabila sudah diputus dalam sidang sebelumnya terdakwa tidak perlu lagi 
menjalani proses penahanan atau dapat langsung menjalankan masa 
hukuman. Juga berkaitan biaya yang harus dikeluarkan untuk penasehat 
hukum. 
b. Bagi korban, dan keluarganya, keadilan yang diharapkan segera terwujud 
dengan dikeluarkannya putusan akan menjadi tertunda sehingga dapat 
menambah penderitaan. 
c. Bagi apparat penegak hukum, hakim dan jaksa harus melakukan pemeriksaan 
ulang dalam persidangan yang secara otomatis akan menyita waktu dan 
tenaga padahal unsur-unsur dakwaan yang baru telah nyata-nyata terbukti 
secara sah dan menyakinkan pada persidangan sebelumnya. Artinya hal ini 
dapat menyita banyak waktu, pikiran, tenaga dari para aparat penegak hukum 
tersebut. Yang padahal pemeriksaan dimuka sidang sebelumnya telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan pasal dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh 




d. Bagi masyarakat, terutama masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum 
yang bersangkutan mereka harus menunggu lebih lama untuk menjalani 
persidangan karena hakim dan jaksa masih disibukkan dengan perkara yang 
sebenarnya telah diperiksa sebelumnya. 
e. Bagi negara, akan membuat beban negara lebih besar karena biaya yang 
dikeluarkan untuk persidangan ulang.  
 
Dalam hal ini melihat pada putusan tingkat pertama Putusan Pengadilan Negeri 
Nomor: 718/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim hakim pada perkara menyatakan bahwa 
dakwaaan yang dibuat oleh Penuntut Umum adalah tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan yang kemudian dimana membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut, 
yang dimana seharusnya Penuntut Umum mengajukan Banding serta Kasasi. Dalam 
hal perkara tersebut Penunut Umum juga sebagai pihak yang mengajukan memori 
Kasasi ke Mahkamah Agung sebagai badan tertinggi pemegang terhadap kekuasaan. 
Untuk itu dalam hubungannya dengan fungsi dan kewenangan Mahkamah 
Agung,  maksud dan tujuan dari kasasi tersbut ialah :136 
a. Koreksi atas kesalahan atau kekeliruan putusan pengadilan bawahan 
(pengadilan negeri/ pengadilan tinggi). 
b. Memperbaiki kesalahan/ kekeliruan dalam cara mengadili. 
c. Memperbaiki kesalahan pengadilan bawahan yang berupa tindakan yang 
melampaui batas wewenangnya. 
Yang dimaksudkan wewenang dalam hal ini, ialah wewenang mengadili dari 
suatu pengadilan. Kewenangan tersebut sering juga disebut kekuasaan mengadili. 
Kewenangan/kekuasaan mengadili tersebut dibedakan atas kewenangan mengadili 
yang bersifat absolut dan kewenangan mengadili yang bersifat relatif.137 
Menurut pendapat penulis, hingga kini masih belum adanya penjelasan yang 
jelas mengenai terkait makna bunyi dari Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang dimana 
penjelasannya pun hanya dikatakan cukup jelas. Jika hal ini nantinya masih 
dipertahankan untuk itu maka kedepannya dalam hal proses penegakkan hukum pun, 
 
136 Harun M. Husein, Kasasi Sebagai Upaya Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, Hlm. 50- 53. 




utamanya bagi hakim dalam proses membuat sesuatu putusan, maka akan terjadi 
suatu ambiguitas yang nanti akan menimbulkan keraguan, kekaburan dan 
ketidakjelasan pada maknanya. 
Jadi menurut penulis, ketika suatu alat-alat bukti telah mendukung benarnya 
dakwaanan yang telah didakwakan kepada terdakwa maka haruslah timbul suatu 
keyakinan pada diri hakim akan kebenaran dari alat-alat bukti tersebut. Dan jika alat-
alat bukti telah mendukung adanya kebenaran bahwa terdakwa bersalah namun 
belum timbul keyakinan pada diri hakim maka pidana tidak dapat dijatuhkan. Hal ini 
menunjukkan adanya kemandiriann atau kebebasan hakim dalam menjatuhkan 
putusan. Untuk itu Hakim bebas menentukan timbulnya keyakinan dalam dirinya 
berdasarkan alat-alat bukti yang dihadapkan ke muka sidang. Diluar dari hal tersebut, 
tidak boleh ada hal-hal yang dapat memperngaruhi dirinya dalam menjatuhkan suatu 
putusan terhadap terdakwa. 
Untuk itu Hakim pada dasarnya dalam menjatuhkan putusan maka tidak boleh 
melebihi dari apa yang dimuat dalam surat dakwaan yang sebagai dasar untuk 
memutus suatu perkara. Akan tetapi berdasarkan yurisprudensi sebagaimana yang 
telah penulis sebutkan tersebut maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa Hakim 
ternyata bisa menyatakan bersalah dengan berdasarkan pasal yang tidak didakwakan, 
dengan ketentuan bahwa pasal yang terbukti dalam persidangan merupakan pasal 
yang masih satu delik sejenis yang sifatnya lebih ringan. Pernyataan tersebut juga 
telah sesuai yang dipaparkan dalam Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Kota 
Malang yakni Bapak Imron Rosyadi, S.H yang telah pdilakukan oleh Penulis guna 
memperkuat klarifikasi keyakinan pada penulis. Melalui yurisprudensi ini, Mahkamah 
Agung berusaha untuk menjalankan fungsi pengawasan tertinggi yang dimilikinya 
dalam rangka mewujudkan terciptanya yang dimilikinya dalam rangka mewujudkan 
terciptanya keseragaman pada penerapan hukum. Putusan Mahkamah Agung baik 
bersifat penafsiran suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun yang 
merupakan peciptaan hukum baru ini, sangatlah berperngaruh  bagi jalannya 
peradilan di Indonesia.138 
 




Majelis hakim menilai persidangan perkara pidana dalam mencari kebenaran 
materil dari sebuah kasus tersebut bukanlah hanya semata untuk mencari 
kebenaran formil sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena itu 
kelemahan yang mungkin saja telah timbul dalam dakwaan Penuntut Umum, 
menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk menyempurnakan disesuaikan dengan 
fakta yang terungkap dipersidangan, disamping itu menurut hemat Majelis Hakim 
ketentuan dalam menjatuhkan putusan dengan pasal yang sejenis karna sifat 
ancamannya lebih ringan dalam ketentuan Pasal 365 ayat (1) (2) ke-2 KUHP adalah 
merupakan pasal pelengkap atau asseoir dari pasal pokoknya, sehingga Majelis 
Hakim dapat mengenakan pasal pokoknya saja, tanpa perlu mempertimbangkan 
pasal pelengkapnya. Pada dasarnya sudah sesuai dengan Yurisprudensi Indonesia, 
yang dimana Hakim diperkenankan memutuskan kesalahan Terdakwa diluar surat 
dakwaan Penuntut Umum, sepanjang itu bersesuaian dengan fakta yang terungkap 
dipersidangan dan perbuatan tersebut sudah terbukti. Dari uraian putusan 
Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusan Nomor. 
718/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Jakarta 
Timur telah menjatuhkan putusan dengan menyimpangi surat dakwaan Penuntut 
Umum dan oleh karena itu dapat dinilai sebagai putusan perkara diluar dakwaan 
Penuntut Umum atas dasar kesamaan jenis perbuatan yang ancamannya lebih 

























Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diangkat oleh penulis 
maka dapat disimpulkan sebagai berikut :  
1. Dalam putusan Pengadilan Negeri No. 718/Pid/2014/PN.Jkt.Tim Hakim 
dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa tindak pidana 
yang didakwakan kepada terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam 
surat Dakwaan yaitu Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 170 ayat (2) ke- 
3 KUHP dan 368 ayat (4) KUHP tidak terbukti dalam pemeriksaan 
dipersidangan. Tetapi Hakim berpendapat berdasarkan hasil 
pemeriksaan dalam persidangan tindakan terdakwa terbukti dalam 
ketegori tindak pidana yang diatur dalam Pasal lain yang tidak 
didakwakan kepada terdakwa yaitu tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan yang dilakukan secara bersekutu yang merupakan tindak 
pidana sejenis tetapi tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. 
Sehingga terdakwa oleh majelis Hakim diputus bersalah melakukan 
tindak pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP dan diputus pidana 
selama 2 tahun. 
2. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pasal yang tidak 
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada umumnya bertentangan 
dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP. Namun, Hakim menjatuhkan 
putusan diluar surat dakwaan sesuai dengan Yurisprudensi bahwa 
Hakim dapat menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan pasal  
sejenis yang sifatnya lebih ringan yang tidak lain untuk mencari 
kebenaran yang sebenar-benarnya. Sehingga implikasi Yuridis dari 
putusan Pengadilan Negeri No. 718/Pid/2014/PN.Jkt.Tim ialah tetap 







B. Saran  
 
1. Bagi Mahkamah Agung sebagai atap tertinggi atau payung dari semua 
Hakim-hakim di Indonesia yang melakukan proses peradilan diseluruh 
Indonesia ini seharunya membentuk suatu produk Hukum selain 
Yurispduensi melainkan membuat Surat Edaran (SEMA) berupa pedoman 
bagi para Hakim ditingkat peradilan Negeri dan ditingkat peradilan Tinggi. 
Pedoman ini dapat berupa arahan serta petunjuk-petunjuk bagi Hakim 
mengenai hal-hal yang wajib diperhatikan bagi Hakim dalam mejatuhkan 
putusan dan guna mengatur pembatasan Hakim dalam memutus perkara 
diluar dari Surat Dakwaan dengan syarat tertentu, misalnya seperti pasal 
sejenis yang tidak didakwakan dan sifatnya lebih ringan. Sehingga kepastian 
hukumnya jelas. 
2. Sedangkan untuk Jaksa perlu lebih ditingkatkan lagi pelatihan-pelatihan 
intensif kepada Jaksa-Jaksa muda dalam penyusunan dakwaan secara 
cermat, jelas sehingga tidak terjadi peristiwa Hakim menjatuhkan putusan 
diluar surat dakwaan karena pasal yang terbukti dalam persidangan tidak 
didakwakan oleh Jaksa. Serta diperlukan evaluasi terhadap kinerja dari para 
Jaksa Penuntut Umum di Indonesia yang kedepannya diharapkan untuk 
lebih teliti dan tepat dalam menganalisa unsur-unsur tindak pidana yang 
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